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PRAKATA

Puji sukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya 
sehingga Modul Pemetaan Partisipatif dan Inventarisasi Sumber Daya 
Alam untuk Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Desa 
Sambelia, Desa Santong, dan Kelurahan Sakuli) dapat diselesaikan. Namun 
demikian, Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan yang perlu 
disempurnakan dalam penulisan modul ini sehingga butuh penyempurnaan 
di penulisan selanjutnya. 

Ucapan terima kasih  kepada Konsorsium Pendukung Sistem Hutan 
Kerakyatan terutama, Penanggung Jawab Program Window 2 PSDABM, 
MCA-Indonesia Konsorsium KpSHK Mohammad Djauhari dan Tim 
Knowledge Management KpSHK. Kepada Ita Natalia yang telah memberikan 
masukan dan bimbingan dalam pembuatan modul yang mencirikan 
pengelolaan hutan berbasis masyarakat. 

Diharapkan modul ini dapat digunakan dalam melakukan pemetaan 
batas-batas wilayah dan menjadi acuan dalam melakukan perencanaan 
dan pengelolaan wilayah hutan berbasis masyarakat, baik menggunakan 
skema HKm, HTR, Kemitraan, dan Hutan Adat. Dengan adanya modul 
ini, diharapakan masyarakat di pinggir hutan serta lembaga pendamping 
masyarakat yang mengelola perhutanan sosial dapat mengetahui potensi-
potensi wilayahnya sebagai dasar dalam melakukan perencanaan pengelolaan 
hutan, baik sumberdaya alam hayati maupun nonhayati yang sejalan dengan 
kebijakan pemerintah.   

Bogor,   November 2016

Muhammad Fachrudin
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BAB 1 Pendahuluan

Dalam upaya membuka akses masyarakat terhadap kawasan hutan, 
memerlukan syarat berupa peta batas wilayah usulan. Kegiatan pemetaan batas 
wilayah berbasis masyarakat, ditujukan untuk melakukan tata batas wilayah 
agar mempunyai kekuatan hukum dan diakui oleh pemerintah. Teknik 
pemetaan wilayah ini harus mengacu pada peta tata guna lahan, rencana 
tata ruang dan tata kelola wilayah dan harus selaras dengan undang-undang 
serta peraturan pemerintah yang berlaku, Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) juga menjadi acuan dalam melakukan pemetan batas wilayah kelola 
masyarakat. Diharapkan hasil dari pemetaan batas wilayah kelola masyarakat 
akan sejalan dengan kebijakan pembangunan wilayah yang mengacu pada 
RTRW. 

Pengelolaan sumber daya alam secara lestari dengan memperhatikan aspek-
aspek lingkungan merupakan amanat undang undang yang tertuang dalam 
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan diterapkan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang 
Penataan Ruang. Dalam melakukan recana tata ruang dan tata wilayah desa 
yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk rencana pengelolaan jangka 
menengah desa (RPJM-Des), masyarakat dituntut agar mengetahui potensi 
sumber daya alamnya sehingga dapat mengelola wilayahnya secara lestari. 
Peraturan tata ruang pada dasarnya adalah aturan yang disusun guna mengatur 
bangunan wilayah perencanaan sebagai instrumen pengendali. 

Pengelolaan tata ruang desa yang di dalamnya terkait dengan pengelolaan 
sumber daya alam, pertanian, dan susunan fungsi kegunaan, seperti 
pemukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan 
ekonomi tertuang dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang. Penataan ruang Desa diarahkan sebagai: 

1.	 Pemberdayaan masyarakat desa.
2.	 Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang digunakan.
3.	 Konservasi sumber daya alam.
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4.	 Pelestarian warisan budaya lokal. 
5.	 Pertahanan kawasan lahan dan abdi pertanian pangan untuk ketahan 

pangan.
6.	 Penjagaan keseimbangan pembangunan pedesaan dan perkotaan.
Diamanahkan dalam UU No 26 Tahun 2007 Pasal 48, mengenai penataan 
ruang desa dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam dan 
konservasi. 

1.2	 Tujuan
Salah satu cara untuk mengetahui dan menginformasikan rencana kelola, 
yaitu membuat peta pengelolaan sumber daya alam dengan keterlibatan 
masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini bertujuan untuk:

1.	 Pencegah konflik tenurial yang ada di masyarakat.
2.	 Mempermudah perencanaan tata guna lahan, mengidentifikasi area yang 

dilindungi, dan pengembangan ekonomi lokal.
3.	 Mengenali dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang sumber 

daya alam di lingkungan sekitar.
4.	 Menambahakan kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola sumber 

daya alam.
5.	 Sebagai alat untuk melakukan negosiasi masyarakat dengan pemangku 

kepentingan luar. 

1.3	 Sasaran 
Modul ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat pinggiran 
hutan yang mengelola hutan dengan skema HKm, Hutan desa, Hutan Adat 
dan HTR di Indonesai, serta dapat menjadi acuan bagi lembaga pendamping 
yang berupaya mengelola hutan secara lestari sesuai dengan prinsip SHK dan 
undang-undang terkait. Diharapkan dengan adanya modul ini masyarakat 
sekitar hutan mampu mengelola hutanya secara lestari sesuai prinsip Sistem 
Hutan Kerakyatan (SHK). 
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1.4	 Prinsip Partisipatif
Pembangunan di segala sektor pemerintah sebagai lembaga tertinggi aparatur 
negara acap kali mengambil kebijakaan yang terwujud dalam pengambilan 
keputusan yang mengikat masyarakat umum dengan tujuan mencapai 
kesejahteraan setinggi-tingginya. Keputusan-keputusan seperti ini berpeluang 
besar dilanggarnya hak-hak warga Negara. Prinsip yang dibutuhkan dalam 
penguatan demokrasi, serta peningkatan kualitas dan efektivitas dalam 
mewujudkan keadailan sosial yang cocok adalah prinsip partisipatif di mana 
telah dituangkan di banyak undang-udang. 

Partisipatif adalah bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam 
pengambilan keputusan di setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah. 
Keterlibatan dalam mengambil keputusan dapat dilakukan secara langsung 
maupun tidak langsung. Kaitannyan dalam tata ruang dibahas dalam Undang-
Undang No. 26 Tahun 2007. 

Penyusunan rencana tata ruang diselenggarakan oleh negara dengan tujuan 
sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dalam upaya menyelenggarakan 
penyusunan rencana tata ruang negara mengamanatkan kepada pemerintah 
pusat dan daerah untuk melaksanakan kegiatan tata ruang. Pemerintah 
menjamin keterlibatan masyarakat dan masyarakat adat dalam melakukan 
proses pembuatan tata ruang. Masyarakat berperan dalam keterlibatanya 
dalam pembuatan tata ruang yang di selenggarakan oleh pemerintah. Pada UU  
No. 26 Tahun 2007 Pasal 13, pemerintah harus melakukan pembinaan 
penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah 
kabupaten kota dan masyarakat. Selain itu, masyarakat ikut serta dalam 
pemanfaatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ruang yang telah disepakati 
bersama. 
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Gambar 1 Proses pemetaan batas wilayah menggunakan Metode Partisipatif

Hasil dari keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang 
akan ditetapkan oleh pemerintah sehingga mempunyai kekuatan hukum, 
yang dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Rencana tata ruang pusat, 
diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), rencana tata ruang kabupaten  
diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi (Perda), dan rencana tata ruang 
kabupaten kota diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten. Rencana tata 
ruang berlaku selama 20 tahun dan ditinjau selama lima tahun sekali dengan 
pengecualian rencana strategis tertentu menyangkut bencana alam skala besar 
dan/atau perubahan batas negara. 



Bab 2 Metodologi Pemetaan, Inventarisasi, 
dan Perencanaan Ruang Partisipatif

Gambar 2 Proses perencanaan pengelolaan sumber daya alam 

Proses perencanaan tahapan pertama, yaitu pengumpulan data. Data 
yang dikumpulkan berupa data skunder atau data yang berasal dari kajian 
sebelumnya maupun data primer yang berasal dari pengambilan data 
lapangan. Pada proses perencanaan pengelolaan sumber daya alam terdapat 
tiga poin penting dalam penyiapan data, yaitu: 

1.	 Data sumber daya alam yang akan dikelola;
2.	 Data sosial ekonomi masyarakat yang akan mengelola; serta
3.	 Undang-undang atau hukum yang berlaku sehingga dalam pengelolaan 

sumber daya dapat diakui dan disahkan oleh Stakeholder terkait. 
Gambar 2 menggambarkan alur proses perencanaan pengelolaan hutan 
berbasis masyarakat. Terdapat tiga tahapan penting yang masing-masing harus 
mendapatakan input atau support data dari masing-masing bidang. Tahapan 
pertama, yakni proses pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data 
harus mencakup tiga poin seperti yang diterangkan pada paragraf pertama. 
Data sumber daya alam, sosial ekonomi, dan undang-undang terkait dalam 
masyarakat. 
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Pengumpulan data skunder dapat diambil dari kajian-kajian sebelumnya, 
seperti data-data yang berasal dari pemerintah dan lembaga penyedia data 
terkait. Pengumpulan data skunder juga sering disebut dengan study literature 
sehingga harus melampirkan sumber agar memudahkan dalam proses analisis. 
Sementara pada pengumpulan data primer harus mengacu pada sumber-
sumber yang diakui oleh hal layak agar mendapatkan data yang benar-benar 
valid. 

Hasil dari data-data yang didapatkan, kemudian dilakukan analisis sehingga 
menghasilkan output berupa gambaran, baik berupa gambaran sosial, 
ekonomi, ekologi, dan pola ruang. Gambaran ini digunakan sebagai studi 
dasar dalam pembuatan perencanaan pengelolaan secara lestari dan tidak 
bertentangan dengan hukum pemerintah, adat maupun sosial sehingga 
prinsip parisipatif menjadi penting agar masyarakat terlibat dalam penentuan 
pengelolaan sumber daya alamnya sendiri. 

2.1	 Studi Dokumen Kawasan (data dasar, BPS, 
Buku Pintar Kehutanan dalam Angka, 
Potensi Hutan dalam angka dan RTRWP 
dan K) di Tiga Lokasi Model SHK

Dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, studi 
literatur sangat diarahkan untuk masyarakat agar bisa mengelola sumber 
daya alam hayati maupun nonhayati secara berkelanjutan. Wilayah yang 
akan dikelola, masyarakat diarahkan untuk mengacu pada program-program 
pemerintah agar penentuan keputusan sejalan dengan program-progam yang 
ada di pemerintahan. Berikut adalah hasil dari pengambilan data lapangan 
berupa data sosial, ekonomi, dan ekologi tiga lokasi Sambeli (Lombok 
Timur), Santong (Lombok Utara), dan Kolaka (Sulawesi Tenggara). 

Sabelia Lombok Timur  
(Desa Darakunci dan Desa Sugian)
Desa Dara Kunci merupakan pemekaran baru dari Desa Belanting. Luas Desa 
Dara Kunci dan Desa Sugian, yaitu± 7.490,08 ha. Sebelah Utara Desa Dara 
Kunci berbatasan dengan Desa Belanting yang merupakan kawasan HL (Hutan 
Lindung), kawasan HP (Hutan Produksi), dan APL (Areal Penggunaan Lain); 
sebelah Timur berbatas langsung dengan laut dan terdapat dua pulau yang 
merupakan kawasan HL (Hutan Lindung); sebelah Selatan berbatas Desa 
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Bagik Manis (Kecamatan Sambelia dalam angka 2015), kawasannya kawasan 
HL (Hutan Lindung) dan kawasan HP (Hutan Produksi); dan sebelah Barat 
berbatasan dengan Desa Sembalung Bumbung yang merupakan kawasan HL 
(Hutan Lindung) dan APL (Areal Penggunaan Lain). Luas wilayah Desa Dara 
Kunci dan Sugian berdasarkan Data Podes 2010, yaitu ±6.636,66 ha dan 
berada pada ketinggian 50–1.350 mdpl yang sebelah baratnya didominasi  
oleh pegunungan tinggi. Wilayah Desa Dara Kunci-Sugian berada di DAS 
Kolah Pasiran, Kokoh Rajak, Kokoh Nangka, Kokoh Sepang, Kokoh 
Semareng, Gili Lawang, dan Gili Sulat yang merupakan wilayah kerja 
BPDAS Dodokan Moyosari. Setelah di-overlay dengan areal PIAPS sebesar 
50% wilayah Desa Sugian merupakan wilayah PIAPS termasuk di dua 
pulau tersebut. Pulau kecil di sebelah timur Desa Dara Kunci dan Sugian 
merupakan pulau yang dikelola masyarakat untuk pariwisata. Belum ada 
pengelolaan dari pemerintah setempat untuk dua pulau tersebut. Wilayah 
PIAPS yang masuk di BAI adalah kawasan Hutan Lindung (HL) sebesar 
±3.919,66 ha dan kawasan Hutan Produksi (HP) sebesar ±65,79 ha. HKm 
Sambelia di Desa Dara Kunci dan Sugian merupakan penghasil biji jambu 
mente dan asam. Kedua hasil komoditas merupakan penjualan utama 
petani di dua desa tersebut. Saat ini, penjualan biji jambu mente mencapai  
Rp21.000/kg dan asam mencapai Rp10.000–15.000/kg. Selain itu, petani  
di sana juga penghasil jagung dari berladang dengan harga 1.500–2.000/kg.

Gambar  3 	 Peta kawasan lokasi Desa Darakunci dan Sugian, Sambelia 
Lombok Timur
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Penutupan Lahan di Desa Dara Kunci dan Sugian terdapat hutan lahan 
kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove sekunder, 
pertanian lahan kering, pertanian lahan kering bercampur dengan semak, 
savana, sawah, semak/belukar, dan tambak. Wilayah BAI didominasi oleh 
Hutan Lahan Kering Primer seluas ±2.788,94 ha atau 37,24%, kategori 
lainnya, sepeti hutan lahan kering sekunder dan lainnya persentase nilainya 
di bawah 22%. Sementara di dua pulau tersebut, lebih didominasi oleh hutan 
mangrove sekunder. Kawasan yang paling luas di Desa Dara Kunci dan 
Sugian adalah kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 4.192,22 ha (55,97%). 
Adapun proporsi tutupan dan tata guna lahan belum ada sehingga diperlukan 
pemetaan partisipatif.

Tabel 1 Tabel kawasan hutan dan kegunaan lahan
Penutupan Lahan  
(Lombok Timur)

Kawasan Hutan
Total %

APL Danau HL HP TN Tubuh Air

Hutan Lahan Kering Primer 1.531,58 20.038,81 117,67 13.971,66 35.659,72 21,72

Hutan Lahan Kering Sekunder 1.387,79 4.296,68 2.534,62 1.651,46 9.870,55 6,01

Hutan Mangrove Primer 685,06 193,63 0 878,68 0,54

Hutan Mangrove Sekunder 577,51 1.088,18 1.665,69 1,01

Hutan Tanaman Industri (HTI) 40,32 79,41 337,68 87,93 545,34 0,33

Permukiman 2.512,46 2.512,46 1,53

Pertanian Lahan Kering 16.283,00 54,28 106 16.443,28 10,01

Pertanian Lahan Kering Bercampur 
dengan Semak 34.606,09 472,72 880,81 145,64 36.105,26 21,99

Savana 139,51 1.648,27 420,08 2.207,86 1,34

Sawah 34.269,86 36,8 15,59 39,59 34.361,83 20,93

Semak/Belukar 8.380,05 0 3.831,78 1.472,98 7.547,17 0,01 21.231,99 12,93

Tambak 433,96 433,96 0,26

Tanah Terbuka 888,02 195,79 171,44 897,88 2.153,13 1,31

Tubuh Air 14,42 69,85 35,82 120,09 0,07

Total 101.749,61 69,86 31.936,34 5.636,79 24.761,41 35,82 164.189,84

% 61.97 0,04 19,45 3,43 15,08 0,02 100

Tabel 2 Rata-rata pohon per hektare
No Jenis Pohon Jumlah Pohon %
1 Sengon; Paraserianthes falcataria 3 52 75
2 Sonokeling; Dalbergia latifolia Roxb 4 6
3 Jati Putih; Gmelina arborea 1 1
4 Mimba; Azadirachta indica A.H.L. Juss. 7 10
5 Jambu Mente; Cinnamomum porrectum (Roxb) Kosterm 1 1
6 Sirsak; Annona muricata L 3 4
7 Asam; Mangifera sp. 1 1

Total 69 100
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Gambar  4	 Rata-rata curah hujan di Kabupaten Sambelia (Data, BMKG 
Lombok Timur)

Grafik tersebut menggambarkan curah hujan di daerah Sambelia selama lima 
tahun pada Stasiun Sambelia BMKG, yaitu selama tahun 2011 sampai tahun 
2015. Stasiun Sambelia ini terletak pada titik kordinat 08°23’18.1” LS hingga 
116°42’21.3” BT berada pada ketinggian 107 m di atas permukaan laut. 

Pada Grafik tersebut, tergambar bahwa curah hujan maksimum rata-rata 
selama lima tahun hanya sebesar 312,4 mm. Hal ini menunjukkan bahwa 
daerah Sambelia rawan atas bencana kekeringam. Curah hujan daerah Sambelia  
di bawah rata-rata, yakni 100 mm/bulan yang berada pada bulan Mei–
November adalah musim kering. Sementara itu, bulan Desember sampai 
dengan bulan April curah hujan di atas 100 mm/bulannya sehingga dapat 
di ambil kesimpulan bahwa pada bulan-bulan ini adalah musim penghujan. 
Curah hujan tertinggi berada pada bulan Maret dan April sehingga dapat di 
rekomendasikan pada bulan ini adalah musim tanam yang baik bagi petani. 
Curah hujan terendah di daerah sambelia selama lima tahun berada pada 
bulan September dan November, di bulan ini tidak terjadi curah hujan sama 
sekali.
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Gambar 5 Peta infrastruktur HKm Sambelia 

Lombok Utara (Santong)
Lokasi HKm Santong berbatasan di sebelah selatan dengan Taman Nasional 
Gunung Rinjani; sebelah utara dengan pemukiman warga (Dusun Santong 
Asli, Nyirerot, Temposodo, dan Dusun Gubug Baru), serta lahan milik; 
sebelah timur dengan Desa Gumantar; sebelah barat dengan kawasan hutan 
lindung dan hutan produksi; sebelah barat laut dengan Desa Sambik Bangkol, 
Kecamatan Gangga. Untuk sampai ke lokasi HKm dapat ditempuh dengan 
kendaraan bermotor. Keadaan tutupan lahanan atau tegakan sangat baik 
dengan infrastruktur jalan beraspal. 
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Gambar 6 Peta wilayah Desa Santong

HKm ini memiliki topografi datar, bergelombang, hingga berbukit. Kondisi 
topografi tersebut diperkirakan pengaruh Gunung Rinjani sebab lokasi HKm 
ini terletak di kaki Gunung Rinjani sebelah barat. Bila dilihat dari kondisi 
topografi tersebut, lokasi ini cenderung memiliki tingkat budidaya yang 
tinggi, khususnya budidaya tanaman bertajuk.

Peta Tanah Tinjau Skala 1:500.000 (data Dishut NTB) menunjukkan 
bahwa jenis tanah pada lokasi ini terdiri atas alluvial kelabu, regosol cokelat 
dan regosol cokelat keabu-abuan dengan bahan induk endapan pasir dan 
abu vulkan intermediet. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian dari wilayah 
tersebut termasuk rawan erosi dan longsor, namun termasuk subur. Solum 
tanah termasuk dalam (>90 cm), serta memiliki kelas kemampuan tanah I 
sehingga memiliki kesesuaian bagi usaha tani yang dilakukan secara intensif, 
namun tetap mempertimbangkan konservasi tanah. Kondisi sumber daya 
hutan pada lokasi ini relatif baik yang didominasi jenis sengon, terutama 
pada tingkat pohon. Jenis kayu ini memiliki potensi standing stock rata-rata  
80 m3/ha. Potensi ini secara aktual akan memberikan nilai ekonomi yang tinggi 
dan berkelanjutan jika dikelola secara lestari. Untuk merehabilitasi kawasan 
tersebut, tahun 1986 Dinas Kehutanan Provinsi NTB telah menetapkan 



12

Modul Pemetaan Partisipatif dan Inventarisasi Sumber Daya Alam
untuk Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

(Studi Kasus Desa Sambelia, Desa Santong, dan Kelurahan Sakuli)

program “Kopi Penyangga” dengan luas sekitar 80 ha pada lokasi yang 
merupakan padang alang-alang. Areal yang kini dimanfaatkan sebagai lokasi 
HKm adalah merupakan lahan pascaproyek reboisasi sistem tumpangsari dari 
Kanwil Departemen Kehutanan NTB Tahun Anggaran 1996/1997 yang 
pada tahun berikutnya dilimpahkan ke Dinas Kehutanan Provinsi NTB.

Hujan, umumnya terjadi pada bulan Oktober–Desember dengan lama hujan 
mencapai 1–23 hari. Lama hari hujan tertinggi di Kecamatan Pemenang, yakni 
mencapai 23 hari hujan pada bulan November; sedangkan pada bulan Januari 
sampai dengan Mei dengan lama hujan mencapai 2–25 hari. Lama hari hujan 
tertinggi di Kecamatan Tanjung, yakni mencapai 25 hari hujan pada bulan 
Januari. Berdasarkan topografi wilayah, Kabupaten Lombok Utara terletak pada 
ketinggian antara 0–2.830 meter di atas permukaan laut (mdpl). Daerah Aliran 
Sungai (DAS) di Kabupaten Lombok Utara merupakan wilayah kerja BPDAS 
Dodokan Moyosari, yakni terdapat 43 nama DAS seluas ±83.055,81 ha. 

Gambar 7	 Rata-rata curah hujan lima tahun, Stasiun Gangga Lombok 
Utara

Stasiun Gangga terletak pada garis lintang 08°20’ 49.3” LS sampai 116° 11’ 
24.0” BT. Berdasarkan data curah hujan rata-rata selama lima tahun, terlihat 
bahwa pada bulan Mei–Oktober curah hujan berada di wilayah Gangga 
dengan curah hujan berada di bawah 100 mm/bulan. Hal ini diduga bahwa 
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pada bulan-bulan ini terjadi musim kemarau. Pada bulan Desember–April, 
curah hujan melebih 100mm/bulan. Hal ini diduga bahwa pada bulan-bulan 
tersebut sedang musim penghujan. 

Data ini di dukung dengan curah hujan di wilayah Bayan. Grafik di bawah 
menunjukan potensi curah hujan selama lima tahun. Titik stasiun terletak 
pada posisi 08°16’ 12” LS sampai 116° 27’ 00.0” BT. Berikut adalah rata-rata 
curah hujan selam lima tahun di Stasiun Bayan, Lombok Utara. 

Gambar 8	 Rata-rata curah hujan selama lima tahun pada Stasiun Bayan, 
Lombok Utara (BMKG)

Pada stasiun Bayan curah hujan tertinggi berada pada bulan Januari, yakni 
mencapai 491,2 mm/bulan, namun pada bulan Mei–November curah hujan 
di Stasiun Bayan Lombok Utara berada di bawah 100 mm/bulan. Dari data 
di atas, digambarkan pada bulan Mei–November wilayah tersebut di duga 
adalah musim kemarau. Sementara pada bulan Desember–April curah hujan 
berada di atas 100 mm/bulan, diperkirakan pada bulan tersebut adalah musim 
penghujan. 

Perekonomian Desa Santong berasal dari sektor pertanian dan perkebunan 
dalam upaya mendukung sektor tersebut pemerintah membangun irigrasi dan 
bendungan melalui DAS Sidutan. Jalur irigrasi digambarkan pada gambar 
berikut. 
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Gambar 9 Gambaran infrasturuktur Desa Santong

Berdasarkan data curah hujan, Desa Santong memiliki potensi sumber air 
yang melimpah.  Pada pada bulan Januari, rata-rata curah hujan mendekati 
500 mm/bulan sehingga berpontensi untuk dibangun infrasturktur 
pendayagunaan sumber daya air permukaan. Apabila tidak dikelola dengan 
baik, akan berpotensi terjadi bencana. 

Berdasarkan ground check lapangan, di Desa Santong terdapat PLTMH, 
Rencana PLTMH MCA-Indonesia, PDAM, dan PDAM Desa Santong 
yang tergambar pada peta infrastruktur. Fasilitas tersebut menggunakan 
DAS Sidutan sebagai sumber air utama. Dengan demikian, DAS Sidutan 
mengambil peranan sangat penting di Desa Santong.

PLTMH Desa Santong memanfaatkan DAS Sidutan sebagai energi 
pendorong. Untuk memanfaatkan aliran Sungai Sidutan tersebut, dibangun 
bendung dengan lebar 16,66 m, tinggi 3 m–jenis bendung adalah bendungan 
bulat. Aliran air yang naik akibat bendungan tersebut, kemudian masuk  
ke dalam intake. Lebar intake sebesar 2 m, lebar pilar 0,5 m, sedangkan lebar 
pintu sebesar 0,1 m, desain intake tersebut sebesar 2,02 m3/s. 
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Gambar 10 PLTMH Desa Santong

Turbin di PLTMH santong merupakan jenis turbin Francis poros horizontal. 
Sementara generator merupakan generator sinkron mampu menghasilkan 
daya listrik sebesar 1.085 kW. 

Gambar 11 Bendungan jalur irigrasi

Sistem intake jaringan irigrasi yang ada di Desa Santong diambil melalui aliran 
Sungai Sidutan setelah melewati PLTMH Desa Santong (Peta Infrastruktur). 
Aliran Sungai tersebut dibendung, kemudian masuk ke pintu intake irigrasi 
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dengan menggunakan saluran terbuka. Kondisi bendungan irigasi dalam 
keadaan rusak, dan terjadi pendangkalan dikarenakan sedimentasi, seperti 
digambarkan pada Gambar 11.

Pendangkalan akibat sedimentasi mengakibatkan bendungan tidak berfungsi 
secara normal. Dengan demikian, mengakibatkan pengurangan volume 
bendungan sehingga fungsi bendungan menampung air tidak berjalan sebagai 
mana mestinya atau berkurang volume penampungnya. 

Gambar 12 Salura intake irigrasi

Setelah masuk melalui jalur sekunder, aliran sungai dibagi melalui pintu 
pembagi. Dari pintu pembagi tersebut, kemudian dialiri ke persawahan Desa 
Santong. Selain jaringan irigrasi dan PLTMH toponomi Desa Santong, 
terdapat fasilitas kesehatan, yakni rumah sakit, Posyandu, dan Puskesmas. 
Sementara untuk fasilitas pendidikan di Desa Santong terdiri atas empat 
tingkatan, yaitu Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah 
Ibtidaiyah terdapat enam fasilitas, Madrasah Tsanawiayah/Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) terdapat enam fasilitas, dan Madarasah Aliyah/Sekolah 
Menengah Atas (SMA) terdapat tiga fasilitas. 
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Mayoritas penduduk Desa Santong menganut agama Islam sehingga terdapat 
tujuh masjid yang ada di Desa Santong. Terdapat tiga kelembagaan agama 
di Desa Santong, Pondok Pesantren Bayyinululum, Maraqit Taklimat, dan 
Albaqqiat Tussiltiliwet.

Sakuli, Kolaka Sulawesi Tenggara
Infrastruktur

Kelurahan Sakuli memiliki sarana pendidikan berupa satu unit SD dan satu 
unit SMP. Saran penunjang kesehatan Kelurahan Sakuli hanya ada dua 
Posyandu. Jumlah tenaga medis yang tersedia satu dokter, satu mantri, dan 
satu orang dukun beranak. Mayoritas agama di Desa Sakuil adalah Islam, 
kemudian kristen. Sarana peribadatan terdapat satu masjid dan satu gereja. 
Berdasarkan kajian baslien study, sarana transportasi yang banyak digunakan 
oleh masyarakat Kelurahan Sakuli, yaitu sepeda motor sebanyak 247 
unit, mobil sebanyak 14 unit, dan sepeda sebanyak 18 unit. Kondisi jalan  
di Kelurahan Sakuli kebanyakan tanah dan berbatu. Kondisi jalan tanah 
kurang lebih 4 km dan jalan berbatu 4 km yang telah di aspal sepanjang 1 km 
dan beton sepanjang 1 km.

Beberapa infrastruktur yang telah dibangunan sekitar kawasan hutan lindung 
dan Konservasi di Kelurahan Sakuli, yakni terdapat dua Cek DAM. Rata-rata 
pemanfaatan lahan di wilayah ini, dipergunakan untuk perkebunan cengkeh, 
pala, kakao, lada, kayu-kayuan dari Hutan Tanaman, serta sayur-sayuran.

Tata Guna Lahan 

Secara keseluruhan, luas wilayah administrasi Kelurahan Sakuli mencapai 
13.500 ha, sebagian besar merupakan hutan negara. Penggunaan lahan 
diklasifikasikan ke dalam 13 kategori, yaitu tanah pekarangan atau tanah untuk 
bangunan dan halaman sekitarnya, tanah tegal atau kebun, tanah ladang atau 
huma, tanah bukit yang kebanyakan ditanami cengkeh, pala, kakao, merica, 
dan lahan tanaman kayu-kayuan, tanah hutan negara, tanah perkebunan, 
dan tanah lain-lain. Sedikitnya terdapat 18 jenis tanaman perkebunan rakyat 
di Keluraha Sakuli, yaitu kelapa, lada, pala, cengkeh, jambu mete, kemiri, 
kakao, enau/aren, asam jawa, pinang, sagu, dan nilam. Persediaan akhir tahun 
produksi perkebunan besar bukan merupakan cadangan penyangga (buffer 
stock). 
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Tata Guna Hutan

Hutan adalah sebuah kawasan atau suatu area luas yang ditumbuhi dengan 
lebat pepohonan dan tanaman lainya. Hutan Produksi 2.456 ha, Hutan 
Lindung 5750 ha, Hutan Konservasi 5.970 ha. Hutan konservasi adalah 
kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok 
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya. 
Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata 
air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan 
memelihara kesuburan tanah. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang 
mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri 
atas Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan 
Hutan Produksi yang dapat dikonversi.

Gambar 13 Deforestasi Kabupaten Kolaka (Handsen et al. 2016)

Deforestasi di Kabupaten Kolaka menjadi isu yang sangat penting. 
Selain berkurangnya potensi sumber daya alam hayati, deforestasi yang 
berlebihan berpotensi menimbulkan bencana, banjir, serta longsor yang 
dapat menimbulkan kerugian ekonomi cukup besar. Data yang digunakan 
untuk melakukan analisis deforestasi menggunakan menggunakan model 
Handsen. Berdasarkan analisis deforestasi menggunakan Model Hansen 
di kabupaten Kolaka tahun 2001–2013, diketahui bahwa pada tahun  
2004–2007 terjadi deforestasi besar-besaran. Deforestasi tahun tersebut 
mencapai 12.624 ha, kemudian menurun di tahun 2005 menjadi 6372 ha, 
dan meningkat kembali pada tahun 2006 menjadi 12.051,2 ha. Peningkatan 
ini terjadi akibat pembukaan lahan perkebunan masyarakat dan pemanfaatan 
hasil hutan kayu pada area hutan produksi, hutan lindung, dan konservasi. 
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Hal ini disebabkan pada tahun 2004–2007 Pemerintah Cq Kementerian 
Kehutanan mencanangkan program social forestry yang memberi ruang bagi 
masyarakat sekitar hutan untuk melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu 
pada areal hutan produksi. Pada tahun tersebut, HPH masih beroperasi di 
Kabupaten Kolaka. 

Tata Guna Air

Kelurahan Sakuli secara karakteristik bio-fisik/lingkungan hidup, terletak 
di wilayah DAS Konaweha dengan Sub-DAS Latambaga. Kawasan hutan 
terdekat yang ada di wilayah ini, yakni Hutan Lindung dan Hutan Konservasi. 
Hutan lindungnya berkisar 4.000 ha dengan sebagian besar kawasan hutan 
lindung telah diduduki oleh masyarakat Kelurahan Sakuli, sedangkan Hutan 
Konservasinya sekitar 5.000 ha. Sisanya yaitu APL 90.000 ha, termasuk lahan 
milik masyarakat. 

Gambar 14 DAS Latambaga, Kelurahan Sakuli

Kelurahan Sakuli berbatasan dengan DAS Sakuli, di mana Sungai Sakuli 
digunakan sebagai sumber air oleh mayarakat. Berdasarakan analisis 
Catchment area Daerah Aliran Sungai (DAS) Sakuli menggunakan data 
SRTM, didapatkan bahwa luas area daerah tangkapan air DAS Sakuli sebesar  
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6921,4 ha. Daerah ini memiliki tutupan vegetasi yang sangat baik. Hasil 
tutupan vegetasi didapatkan menggunakan analisis citra Ladsat-8. Wilayah 
DAS Sakuli merupakan daerah tangkapan air dengan luas 6921,4 ha. 
(6656,64 ha adalah vegetasi atau sekitar 96% dari luas daerah tangkapan air). 
Hal ini menujukkan bahwa area DAS Sakuli memiliki potensi sumber daya 
air yang cukup tinggi. Pada Gambar 8, ditunjukkan bahwa daerah tangkapan 
air DAS Sakuli yang memiliki kerusakan cukup tinggi berada di wilayah hilir 
sehinga perlu adanya rehabilitasi DAS di wilayah hilir agar terhindar dari 
bencana banjir.

Hidrologi

Gambar 15 Grafik total curah hujan tahunan 

Curah hujan total per tahun Kabupaten Kolaka memiliki potensi curah hujan 
yang cukup tinggi, terlihat total curah hujan pada tahun 2014 mencapai 
1676 mm/tahun (Sumber: PT Aneka Tambang [Persero]). Curah hujan ini 
menunjukkan bahwa daerah Sakuli memilik potensi sumber daya air yang 
cukup besar. Apabila tidak dapat dimanfaatkan secara lestari, potensi ini 
berpotensi menimbulkan bencana, seperti longsor, banjir, dan dan sedimentasi 
di daerah aliran sungai. 

Terlihat pada gambar bahwa analisis daerah tangkapan air DAS Sakuli 
menggunakan Model Hidrologi dengan data DEM (Digital Elevation Model) 
digabungkan dengan analisis tutupan vegetasi menggunakan algoritma NDVI 
(Normailized Diverencial Vegetation Index) dan data Landsat-8. Secara umum, 
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terlihat bahwa tutupan vegetasi di DAS Sakuli memiliki tutupan lahan yang 
cukup baik. Dari hasil analisis tersebut, didapatkan bahwa hampir 96% DAS 
Sakuli masih tertutup, sedangkan sisanya 4% sudah terbuka.

Gambar 16	 Tutupan vegetasi DAS Sakuli menggunakan analisis NDVI foto 
udara Landsat-8 

Potensi Hutan

Wilayah hutan Sakuli berdasarkan analisis foto udara NDVI memiliki tutupan 
vegetasi yang cukup besar, berbeda dengan kelurahan-kelurahan lainnya. 
Dengan demikian, hutan di wilayah Kelurahan Sakuli yang berbatasan dengan 
catchment area di mana hutan berfungsi dijadikan sebagai wilayah resapan air. 
Berdasarkan analisis tutupan lahan menggunakan Citra Landsat-8 dengan 
algortima NDVI dihasilkan total area yang terbuka di Kelurahan Sakuli 
sebesar 75,71 ha, sedangkan area yang tertutup sebesar 6.262,20 ha. Dari 
data yang dijabarkan, diketahui bahwa Kelurahan Sakuli mempunyai potensi 
hutan yang sangat besar, baik hasil hutan nonkayu dan hasil hutan kayu. 
Namun karena prioritas pemerintah pada DAS Sakuli sebagai sumber air 
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dan area tangkapan air, fungsi hutan sebagai water trap harus dijaga. Dengan 
demikian, harus diadakan upaya perencanaan dalam mengelola daerah 
tangkapan air di DAS Sakuli atau watershed management. 

Gambar 17	 Tutupan vegetasi di wilayah Kelurahan Sakuli (Landsat-8, 
NDVI algoritma) 

Gambar 17 merupakan gambaran land cover pada kelurahan Sakuli yang 
telah dijabarkan di atas. Terlihat pada peta, bagian selatan wilayah Sakuli 
adalah wilayah yang terbuka. Hal ini disebabkan wilayah tersebut adalah area 
pemukiman Kelurahan Sakuli.
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2.1.1	Analisis Dokumen Kawasan Hkm Santong,  
Desa Santong, Kecamatan Kayangan,  
Kabupaten Lombok Utara, Provinsi NTB)

Rencana pembangnan jangka menengah Kabupaten Lombok Utara, tahun 
2011–2015 mengacu pada Undang-Undag No. 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah disahkan dengan 
Keputusan Bupati No. 04/03/PEM/2005 Tanggal 14 Januari 2015. 
Berdasarkan isu strategis RPJM Kabupaten Lombok Utara No. 2, tertulis 
bahwa terdapat tingginya angka kemiskinan pengangguran dan kesenjangan 
sosial. Strategis kebijakan adalah melakukan revitalisasi pelayanan sosial dan 
akses terhadap sumber daya ekonomi. Arah kebijakan dalam menanggulangi 
isu tersebut adalah melakukan akses peningkatan pelayanan terhadap hak-hak 
dasar manusia, meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber modal dan 
sarana prasarana ekonomi, serta peningkatan pendapatan masyarakat.  Selain 
itu juga, mempercepat pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin. 

Model kelola SHK bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap 
hutan dan melakukan pengelolaan hutan secara lestari. Terkait dalam tujuan 
tersebut, yaitu melakukan rehabilitasi DAS dengan penanaman tanaman 
MPTS dan diselingi oleh tanaman kayu agar masyarakat pingir hutan 
mendapatkan keuntungan ekonomi. Fasilitas jasa lingkungan juga menjadi 
fokus jasa lingkungan, di mana lembaga yang memanfaatkan jasa lingkungan 
udara dan air harus membayar imbal jasa lingkungan terhadap masyarakat 
yang melakukan penjagaan hutan dengan tujuan menekan laju deforestasi  
di Kabupaten Lombok Utara sehingga masyarakat didorong untuk melakukan 
pengelolaan hutan secara lestari. 

Berdasarkan kajian base line studi yang telah dilakukan KpSHK bersama 
masyarakat, terdapat empat sektor yang menggunakan sumber air sebagai 
sumber utama mata pencarian, yaitu irigrasi pertanian, PLTMH (Pembangkit 
Listrik Tenaga Mikro Hidro), jasa pariwisata air terjun, dan PDAMD. 
Apabila terjadi kerusakan hutan di wilayah hutan Lombok Utara, ketiga 
sektor tersebut mendapatkan dapak negatif dari kerusakan hutan (dijelaskan 
pada Bab 2). Kerusakan tersebut mengakibatkan berkurangnya debit air 
yang ada di sungai sehingga tidak dapat berjalan dengan baik. Berikut adalah 
tabel rencana pembangunan jangka menengah sesuai dengan progam yang 
dilakukan KpSHK, KONSPSI, dan Masayarakat Desa Santong di Lombok 
Utara. 
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Tabel 3	 Arah kebijakan umum strategis yang sejalan dengan pogram 
PSDABM (RPJMD Lombok Utara)

No Isu Strategis Strategi Arah Kebijakan Kebijakan Umum PSDABM (KpSHK)

1 Tingginya angka 

kemiskinan 

pengangguran dan 

kesenjangan sosial

    Revitalisasai dan 

akses pelayanan 

sosial dasar dan 

akses terhadap 

sumber daya 

ekonomi

    Mempercepat 

pelayanan dan 

kebutuhan dasar 

masyarakat miskin 

    Mempercepat 

pemenuhan 

kebutuhan dasar 

masyarakat miskin

     Pembukaan akses 

masyarakat terhadap 

hutan, Mendorong izin 

Kelola Hutan sesuai 

dengan (RTRW) dan 

udang-udang yang 

berlaku

     Mendorong tumbuh 

berkembangnya 

lembaga keuangan 

mikro

     Mendorong 

tumbuh dan 

berkembangnya 

lembaga keuangan 

mikro

     Mendorong 

kelembagaan koperasi 

pada kelompok 

Pengelola HKm 

    Peningkatan 

pendapatan 

masyarakat 

     Mendorong 

Tumbuh 

berkembangnya 

pusat-pusat 

agroindustri 

     Rehabilitasi DAS, 

menggunakan 

tanaman MPTS dan 

tanaman kayu, serta 

pembangunan rumah 

kakao 

     Mendorong 

tumbuh dan 

berkembangnya 

wilayah strategis 

dan cepat tumbuh 

     Pendorongan wilayah 

HKm ke dalam PIAPS 

2 Kesenjangan 

Pembangunan  

di pelosok kecil 

    Redistribusi 

pembangunan secara 

proposional dengan 

kondisi dan potensi 

wilayah

     Peningkatan 

aksesibilitas wilayah

     Mendorong 

pemerataan 

pembangunan 

infrastruktur 

antara desa dan 

kota, pulau-pulau 

kecil dan daerah 

terisolasi

     Pemubatan rumah 

pengering kakao, 

untuk mendukung 

peningkatan ekonomi 

Hkm Santong 

    Koordinasi integrasi, 

sinkronisasai dan 

sinergis antarwilayah 

dan antarsektor 

     Peningkatan 

harmonisasai 

perencanaan 

program 

pembangunan 

     Mendorong 

intensitas 

komunikasi 

antarwilayah 

     Mengembangkan 

pola terpadu 

antarwilayah dan 

sektor 

     Membuat perencanaan 

penjagaan sistem hutan 

dan rehabilitasi DAS 

untuk menekan laju 

deforestasi. Dalam 

upaya penstabilitasan 

debit aliran yang 

digunakan untuk:

    wisata (air terjun),     

    irigrasi pertanian,   

    PLTMH dan PDAM 
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No Isu Strategis Strategi Arah Kebijakan Kebijakan Umum PSDABM (KpSHK)

3 Menurunnya 

Kualitas Lingkungan 

Hidup

     Optimalisasai 

pendayagunaan 

tata ruang dan 

pengelolaan 

lingkungan hidup, 

dan Iptek 

     Peningkatan kualitas 

dan daya dukung 

lingkungan 

     Mengupayakan 

pemanfaatan ruang 

sesuai dengan 

rencana tata-ruang 

(RTRW) yang  

ditetapkan

    Pembukaan akses 

masyarakat terhadap 

hutan, Mendorong izin 

Kelola Hutan sesuai 

dengan (RTRW) dan 

udang-udang yang 

berlaku

      Mempertahankan 

kelestarian sumber 

daya alam dan 

lingkungan 

hidup secara 

berkelanjutan 

     Membuat dokumen 

pengelolaan dan 

perencanaan desa secara 

lestari, berdasarkan 

kajian, membuat pola 

ruang pengelolaan, 

serta pemanfaatan dan 

konservasi (penjagaan) 

     Mendorong 

pembangunan dan 

pemanfaatan Iptek 

4 Kurangnya 

ketersediaan daya 

dukung kapasitas 

energi listrik 

     Deversifikasi 

sumber daya listrik 

alternatif 

     Peningkatan 

kapasitas terpasang.

     Mengupayakan 

penambahan daya 

listrik melalui PLN 

     Mendorong 

pembangunan 

dan pemanfaatan 

sumber daya listrik 

alternatif 

     Membuat perencanaan 

penjagaan sistem 

hutan, dan rehabilitasi 

DAS. untuk menekan 

laju deforestasi dalam 

upaya penstabilitasan 

Debit aliran yang 

digunakan untuk wisata 

(air terjun), Irigrasi 

pertanian, PLTMH dan 

PDAM

Berdasarkan pengajuan HKm yang disahkan dengan Surat Keputusan 
Gubernur, lokasi HKm Santong berada pada kawasan hutan produksi, 
sebelah selatan berbatasan dengan Hutan Lindung dan Taman Nasional 
Renjani. Apabila mengacu pada fungsi kawasan HKm, Santong telah sesuai 
dengan fungsi kawasan hutan tahun 2011, seperti yang telah digambarkan 
pada bab studi kawasan. Tabel 4 menerangkan kesesuaian program dengan 
peratu (RTRW dan fungsi kawasan Hutan) dan RPJM Daerah. 

Tabel 3	 Arah kebijakan umum strategis yang sejalan dengan pogram 
PSDABM (RPJMD Lombok Utara) (lanjutan)
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Gambar 18 Area HKm Santong yang telah mendapatkan SK Gubernur 

Strategi yang di rencanakan pada RPJM Daerah adalah mengupayakan 
perencanaan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. 
Program yang di rancang dalam kegiatan PSDABM KpSHK dan MCA 
Indonesia adalah mengelola ruang yang belum di manfaatkan berupa hutan 
produksi di Desa Santong dengan membuka akses hutan terhadap masyarakat, 
menggunakan skema HKM sehingga dapat dikelola oleh masyarakat. Upaya 
untuk menurunkan kesenjangan pembangunan di pelosok kecil strategi yang 
dibuat oleh pemerintah daerah salah satunya mengembangkan pola terpadu 
antarwilayah dan sektor. Perencanaan program untuk mendukung strategi 
tersebut adalah dengan cara melakukan penjagaan dan rehabilitasi DAS untuk 
menurunkan laju deforestasi. Penurunan laju deforestasi akan menstabilkan 
debit aliran permukaan yang ada di Sungai Sidutan Desa Santong di mana 
aliran permukaannya digunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikor 
Hidro (PLTMH), dan juga sebagai sumber pengairan pertanian yang di 
dukung dengan jaringan irigasi. Dengan demikian, kegiatan rehabilitasi DAS 
Sungai Suditan Desa Santong akan pola terpadu antarsektor, yaitu sektor 
energi alternatif dan sektor pertanian.
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Sementara pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Provinsi 
Nusa Tenggara diplotkan sebagai salah satu pintu gerbang pariwisata ekologi 
dan ketahanan pangan nasional, diarahkan dengan pembangunan Industri 
MICE. Sebagai penopang pangan nasional dengan percepatan perekonomian 
berbasis maritim (kelautan) melalui perikanan, garam, dan rumput laut. 
Pengembangan industri berbasis peternakan, terutama sapi, jagung, serta 
pengembangan industri mangan dan tembaga. Apabila dibandingkan antara 
pogram pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat yang berfokus pada 
pengelolaan hutan, hal ini akan tidak sesuai dengan rencana pembangunan 
jangka menengah Nasional.

Tabel 4 Kesesuaian program PSDABM dan program pembangunan wilayah 

Data Sesuai Tidak Sesuai
RPJM Nasional √
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah 2011–2015

√

Kawasan Hutan (KLHK) √
RTRW P √
RPJM DES

Contoh: (Foto produk, foto lokasi, foto data [tabel])

Gambar 19 Sistem inti PLTMH Desa Santong 
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Gambar 20 Kondisi mesin pembangkit (turbin) PLTMH Desa Santong

Pengelolaan komoditas dilakukan dengan budidaya tanaman kayu-kayuan, 
MPTs, tanaman bawah tegakan, dan empon-empon. Jenis dan komposisi 
tanaman ini sudah membentuk strata yang cukup baik terkait dengan kondisi 
tutupan lahan, seperti pada tabel di bawah ini.

Meskipun tutupan lahan atau tegakan hutan sudah mulai membentuk strata, 
namun pemilihan komoditas jangka pendek dan musiman yang ditanam 
masih ditentukan pada komoditas yang sedang tren dan mempunyai harga 
yang sedang baik. Posisi tawar masyarakat masih sangat lemah dihadapan 
pengepul/pembeli yang merupakan tumpuan pemasaran secara tradisional 
(tengkulak).

2.1.2	Analisis Dokumen Kawasan HKm  
Sambelia di Desa Sugian dan Darakunci, 
Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, 
Prvini NTB

Mengacu pada hasil evaluasi terhadap tercapainya kinerja pemerintah  
Desa Sugian, berikut adalah isu strategis yang dijadikan Rancangan 
Pembangunan Pengelolaan Desa (RPJM-Des). Berikut adalah isu strategis 
Desa Dara Kunci dan Sugian yang disinkronkan dengan program PSDABM 
KpSHK:
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Tabe 5 Isu strategis RKP Desa Sugian 2016

No Isu Strategis Penjelasan Arah Kebijakan Kebijakan Umum
PSDABM 
(KpSHK)

1 Pengurangan 
Jumlah 
Penduduk 
Miskin. 

Jumlah 
Penduduk 
miskin 
Desa Sugian 
mencapai 385 
Rumah Tangga 
atau 1.325 
jiwa, sedangkan 
jumlah 
pengangguran 
(penduduk 
usia 15–56 
tahun yang 
tidak bekerja 
mencapai 231 
jiwa) 

1.	 Mendorong 
Peningkatan 
ketahanan 
pangan

1.	 mengusulkan 
pengadaan 
pelatihan bagi 
petani

2.	 Pembentukan 
dan 
pemberdayaan 
kelompok 

3.	 Motivasi dan 
pembinaan 
petani 

1.	 Pemberian 
bibit MPTS 
di wilayah 
DAS untuk 
rehabilitasi dan 
peningkatan 
ekonomi 
petani

2.	 Pengadaan 
pelatihan ToT 
untuk petani 
hutan

3.  Penguatan 
kelembagaan 
HKm dan 
kelompok tani 
hutan, dan 
Kelompok 
perempuan 
(kaum-kaum 
marginal)

2.	 Memperluas 
hasil produksi 
masyarakat 

1.	 Membuka 
akses pasar 

2.	 Membangun 
kerja sama 
dengan pihak 
luar

3.	 Pembuatan 
film 
pengelolaan 
sumber daya 
alam berbasis 
masyarakat, 
pembuatan 
website potensi 
sumber daya 
alam 

4.	 Kerja sama 
antara desa, 
MCAI, 
KpSHK, dan 
KONSPSI 
sebagai 
pendamping 
desa
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No Isu Strategis Penjelasan Arah Kebijakan Kebijakan Umum
PSDABM 
(KpSHK)

3.	 Mendorong 
Pengembangan 
dan 
peningkatan 
usaha kecil dan 
menengah.

1.	 Pembentukan 
BUMDes

2.	 Mengarahkan 
tambahan 
modal lembaga 
keuangan

3.	 Menciptakan 
iklim usaha 
kondusif

Tabel 6 	 Peraturan Daerah Lombok Timur tentang rencana tata ruang 
wilayah kabupaten 2012–2023

BAB III
Kebijakan 
Wilayah  

Penataan Ruang

Rencana Pola 
Ruang Wilayah

Poin
Program PSDABM 

KpSHK 

Penataan 
wilayah berbasis 
pertanian, 
perikanan dan 
kelautan 
Penataan 
pusat-pusat 
pertumbuhan 
dan peningkatan 
sistem prasarana 
yang menunjang 
sistem pemasaran 
hasil pertaninan, 
serta perikanan 
dan kelautan 

Pemberan bibit, 
pembuatan 
pembuatan sistem 
drainase dalam 
perencanaan 
penanaman 
rehablitasi DAS 

Pengendalian 
Pemanfaatan 
pertanian

Tabe 5 Isu strategis RKP Desa Sugian 2016 (lanjutan)



31

BAB 2 Metodologi Pemetaan, Inventarisasi, dan Perencanaan Ruang Partisipatif

BAB III
Kebijakan 
Wilayah  

Penataan Ruang

Rencana Pola 
Ruang Wilayah

Poin
Program PSDABM 

KpSHK 

Pengembangan 
wilayah dengan 
menekankan 
pada peningkatan 
pertumbuhan 
kawasan yang 
berbasis potensi 
alam, cagar 
budaya, dan 
peninggalan 
sejarah 

Melakukan lobi 
kebijakan HKm 
untuk dilakukan 
dalam perhutanan 
sosial dalam upaya 
pengelolaan sumber 
daya alam secara 
lestari

Pengembangan 
sistem pemasaran 
wilayah yang 
mendukung 
sistem pemasaran 
hasil pertanian, 
perikanan, 
kelautan, dan 
wisata. 

Pembuatan database 
dan film dalam 
upaya peningkatan 
akses pasar dan 
promosi

Pengololaan 
pemanfaatan 
lahan dengan 
memperhatikan 
peruntukkan 
lahan, daya 
dukung 
lingkungan, dan 
aspek konservasi 

Rehabilitasi DAS 
dengan tanaman 
MPTs dan tanaman 
kayu sehingga dapat 
meningkatkan 
ekonomi masyarakat 
pinggir hutan 

Tabel 6  Peraturan Daerah Lombok Timur tentang rencana tata ruang wilayah 
kabupaten 2012–2023 (lanjutan)
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BAB III
Kebijakan 
Wilayah  

Penataan Ruang

Rencana Pola 
Ruang Wilayah

Poin
Program PSDABM 

KpSHK 

Kawasan Lindung
Pasal 17 Kawasan yang 

membiarkan 
perlindungan 
terhadap kawasan 
bawahnya 
(kawasan resapan 
air)
a.	 Kecamatan 

Sambelia;
b.	 Kecamatan 

Sembalun; 
c.	 Kecamatan 

Paringabaya

Rehabilitasi DAS 
dengan tanaman 
MPTs dan tanaman 
kayu sehingga dapat 
meningkatkan 
ekonomi masyarakat 
pinggir hutan 

Pasal 18 Rencana 
pengelolaan 
Kawasan 
terhadap kawasan  
di bawahnya:
a.	 Upaya 

perlindungan, 
rehablitasi, 
pemanfaatan, 
usaha 
budidaya 
tanaman obat, 
tanaman hias, 
pemanfaatan 
jasa 
lingkungan, 
dan 
pemungutan 
hasil hutan 
bukan kayu

Rehabilitasi DAS 
dengan tanaman 
MPTs dan tanaman 
kayu sehingga dapat 
meningkatkan 
ekonomi masyarakat 
pinggir hutan

Tabel 6  Peraturan daerah Lombok Timur tentang rencana tata ruang wilayah 
kabupaten 2012–2023 (lanjutan)
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BAB III
Kebijakan 
Wilayah  

Penataan Ruang

Rencana Pola 
Ruang Wilayah

Poin
Program PSDABM 

KpSHK 

Pasal 25 Kawasan hutan 
produksi 
tetap berada 
pada kawasan 
kelompok hutan 
Gunung Rinjani, 
di Kecamatan 
Sambelia dan 
Kecamatan 
Pringgabayan 
dengan luas  
(5.565 ha)

Pengelolaan 
budidaya hutan 
hasil hutan kayu dan 
hasil hutan bukan 
kayu, ditujukan 
untuk keseimbangan 
produksi dengan 
memperhatikan 
kualitas lingkungan 
melalui pencegahan 
kerusakan tanah 
dan penurunan 
kesuburan tanah, 
mempertahankan 
bentang alam, 
serta menjaga 
ketersediaan air

Rehabilitasi DAS 
dengan tanaman 
MPTs dan tanaman 
kayu sehingga dapat 
meningkatkan 
ekonomi masyarkat 
pinggir hutan.
Mendorong Izin 
kelola IUPHHK 
dengan membuat 
rencana umum dan 
Rencana Oprasional 
(RO) yang lestari 
sesuai dengan 
amanat undang-
undang. 

Tabel 7 Tabel kesesuaian terhadap model pengelolaan SHK 

Data Sesuai Tidak Sesuai
RPJM Nasional √
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah 2011–2015

√

Kawasan Hutan (KLHK) √
RTRW P √
RPJM DES √

Contoh: (foto produk, foto lokasi, foto data [tabel])

Tabel 6  Peraturan daerah Lombok Timur tentang rencana tata ruang wilayah 
kabupaten 2012–2023 (lanjutan)
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2.1.3	Analisis Dokumen Kawasan Usulan Perhutanan 
Sosial di Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga, 
Kabupaten Kolaka

Dalam melakukan analisis isu untuk menyusun faktor lingkungan internal 
eksternal adalah analisis SWOT. Kegunaan matriks SWOT adalah dapat 
menggambarkan secara jelas tentang peluang dan ancaman eksternal 
yang dihadapi oleh Kelurahan Sakui. Oleh karena itu, matriks ini dapat 
menghasilkan pasangan kemungkinan alternatif. Apabila mengacu pada 
RPJM Daerah Kolaka, Wilayah Sakuli menjadi salah satu sentral daerah 
tangkapan air. Hal ini terlihat jelas dengan adanya PDAM di Kelurahan 
Sakuli yang berfungsi sebagai penyuplai air bersih di wilayah sekitarnya. 
Berikut hasil analisis matriks SOWT Kelurahan Sakuli.

Strategi Antara Kekuatan dan Peluang

Tabel 8 Kekuatan dan peluang

Kekuatan Peluang Solusi
Posisi geografis yang 
strategis karena 
merupakan jalur lintas 
trans Sulawesi Tenggara 
dengan Makassar. 
Terdapat pelabuhan 
penyeberangan antara 
Kecamatan Latembaga 
dan kota Makassar. 

Terbukanya jalur 
perdagangan dengan 
menghasilkan produk-
produk unggulan 
pertanian, jasa wisata, 
serta mudahnya 
akses pasar sehingga 
menekan biaya 
promosi. Berpotensi 
dalam perkembangan 
ekonomi kawasan yang 
sangat pesat. 

	 Membangkitkan 
ekonomi kreatif 
masyarakat, terutama 
pada kaum-kaum 
marginal dengan 
menggunakan 
sumber daya 
alam yang ada. 
Membangun 
jaringan 
pasar dengan 
memanfaatkan 
letak strategis 
posisi geografis 
Kolaka sebagai 
jalur perdagangan 
Makassar-Kendari
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Kekuatan Peluang Solusi
Potensi Kehutanan 

Terdapat kawasan 
hutan yang berpotensi 
diusulkan menjadi 
perhutanan sosial 
(IUPHKm) 

Masih adanya area 
yang akan dijadikan 
agroforesti dalam 
usulan Skema HKm 
sehingga berpeluang 
meningkatkan 
kapasitas hasil produksi 
kakao

Membangun 
perencanaan ruang 
sehingga mampu 
mengelola sumber 
daya alam secara 
berkelanjutan 

Tutupan vegetasi 
hutan, 96% (Landsat-8)

Jasa lingkungan karbon 
(penurunan emisi gas 
rumah kaca)

Sertifikasi Plan Vivo, 
untuk penurunan emisi 
gas rumah kaca

Potensi Jasa Air
Masih bagusnya kondisi 
DAS Sakuli, kerusakan 
hanya pada daerah 
apl, serta mempunyai 
potensi sumber air yang 
bagus (analisis spasial)

PLMTH, PDAM Merencanakan 
pembangunan PLTMH 
sebagai suplai listrik 
dan menjadi aset 
pemasukan kelurahan 

Kerja sama penjagaan 
atara BKSDA, PDAM 
dan Masyarakat dalam 
upaya penjagaan daerah 
tangkapan air. 

Terdapat Danau 
Likumeeto dan  
Danau Sakuli 

Wisata air dan jasa 
lingkungan (ekowisata)

Membuka peluang 
kerja sama antara 
Kelurahan Sakuli 
dengan Dinas 
Pariwisata

Kelembagaan 
Gapoktan, Poktan, dan 
Kelompok Wanita tani

Terbukanya akses 
peluang kerja sama 
dengan pihak luar 
dalam aspek sosial, 
ekologi, dan ekonomi

Peningkatan kapasitas 
kelembagaan dengan 
cara pelatihan 
manajemen, magang, 
dan kerja sama dengan 
pihak luar 

Tabel 8 Kekuatan dan peluang (lanjutan)
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Kekuatan Peluang Solusi
Koperasi Memudahkan 

akses pelayanan 
jasa keuangan, 
pengembangan usaha 
bidang produksi,  
dan perdagangan 

Peningkatan kapasitas 
kelembagaan 
pengelolaan koperasi

Strategi Antara Kekuatan dan Kelemahan

Tabel 9 Kekuatan dan kelemahan

Kekuatan Kelemahan Strategi
-Posisi geografis 
yang strategis karena 
merupakan jalur lintas 
trans Sulawesi Tenggara 
dengan Makassar 
-Terdapat pelabuhan 
penyeberangan antara 
Kecamatan Latembaga 
dan Kota Makassar 

Masih kurangnya 
pemanfaatan jaringan 
pasar yang digunakan 
sebagai pemasaran 
hasil-hasil produksi  
dan kreativitas 
masyarakat dalam 
pengelolaan sumber 
daya alam 

Promosi hasil produksi 
masyarakat dengan cara 
kerja sama dengan 
pihak luar (swasta dan 
Dekranas Kabupaten) 

Potensi Kehutanan 
Terdapat kawasan 
hutan yang berpotensi 
di usulkan menjadi 
perhutanan 
sosial(IUPHKm)

-Belum adanya akses 
masyarakat pada areal 
hutan produksi dan 
lindung 
-Kapasitas kelembagaan 
dalam mendorong 
percepatan IUPHKm, 
IUPPHK-HTR, HD, 
dan Kemitraan

Melakukan percepatan 
izin kelola melalui kerja 
sama pihak luar untuk 
mendorong percepatan 
izin kelola

Tutupan vegetasi hutan, 
96% (Landsat-8)

Belum ada rencana 
pengelolaan kawasan 
hutan secara lestari

Membuat dokumen 
pengelolaan hutan 
dan pembuatan peta 
kawasan 

Tabel 8 Kekuatan dan peluang (lanjutan)
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Kekuatan Kelemahan Strategi
Potensi Jasa Air

Masih bagusnya 
kondisi DAS Sakuli, 
mempunyai potensi 
sumber air yang bagus
(analisis spasial)

Belum adanya 
watershed management 
dalam melakukan 
pengelolaan sumber 
daya air

Kerja sama penjagaan 
atara pihak luar dalam 
upaya penjagaan daerah 
tangkapan air

Terdapat Danau 
Likumeeto dan Danau 
Sakuli 

Belum dikelola potensi 
wisata

Kelembagaan 
Gapoktan, Poktan,  
dan Kelompok  
Wanita Tani

-	 Belum adanya aturan 
main (safe guard) 
Gapoktan, Poktan, 
dan kelompok 
wanita tani

-	 Kurangnya kapasitas 
SDM (sumber 
daya manusia) 
dalam pengelolaan 
kelembagaan

-	 Pembutan dokumen 
aturan main (Safe 
guard) dengan cara 
kerja sama dengan 
pihak luar 

-	 Mengadakan 
pelatihan untuk 
meningkatkan 
kapasitas SDM

Koperasi -	 Belum adanya 
anggota koperasi

-	 Belum ada AD-ART 
dan Standar Operasi 
Prosedur (SOP)

-	 Sumber Daya 
Manusia (SDM) 
dalam pengelolaan 
lembaga koperasi 
lemah 

-	 Belum adanya 
kantor/sekretariat 
koperasi. 

-	 Belum ada 
pengadministrasian. 

-	 Pelatihan SDM 
pengelola koperasi 
dalam pembuatan  
AD-ART, SOP, dan 
aturan lainya

-	 Pelatihan 
manajemen 
perkoperasian 

-	 Sosialisasi, rapat 
anggota tahunan 
(pembentukan), 
serta perekrutan 
anggota koperasi 

Tabel 9 Kekuatan dan kelemahan (lanjutan)
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Strategi Antara Kekuatan dan Ancaman

Tabel 10 Kekuatan dan Ancaman

Kekuatan Ancaman Strategi
-	 Posisi Geografis 

yang strategis karena 
merupakan jalur 
lintas trans Sulawesi 
Tenggara dengan 
Makassar

-	 Terdapat pelabuhan 
penyebrangan 
antara Kecamatan 
Latembaga dan  
Kota Makassar 

-	 Trend Peningkatan 
urban setiap tahun 
bertambah 

-	 Ancaman eksploitasi 
sumber daya mineral

-	 Penguatan 
pemahaman 
perundang-
undangan bagi 
masyarakat tentang 
tata ruang 

Potensi Kehutanan 
Terdapat kawasan 
hutan yang berpotensi 
diusulkan menjadi 
perhutanan sosial 
(IUPHKm) 

Tren deforestasi 
dari tahun ke tahun 
meningkat 

Pemberian akses kelola 
masyarakat

Tutupan vegetasi hutan, 
96% (Landsat-8)

Potensi Jasa Air
-	 Masih bagus kondisi  

DAS Sakuli, 
mempunya potensi 
sumber air yang 
bagus (analisis 
spasial)

Adanya konflik air 
dan deforestasi, serta 
bencana alam (banjir), 
kekeringan

Terdapat Danau 
Likumeeto dan Danau 
Sakuli 

Ancaman kerusakan 
DAS

Kelembagaan 
Gapoktan, Poktan, dan 
Kelompok Wanita Tani
Koperasi 
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2.2	 Interview (Wawancara Terstruktur)
Wawancara merupakan suatu teknik pengambilan data apabila kita ingin 
melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang 
diselesaikan, dan juga apabila kita ingin mengetahui hal detail apabila 
mempunyai responden yang sedikit dan kecil. Menurut Sutrisno (1987), 
persepsi bisa yang harus dipegang oleh pengambil data bahwa subjek 
adalah orang yang tahu tentang permasalahan yang akan diselesaikan dan 
yang dikatakan oleh subjek kepada pengambil data adalah benar dan dapat 
dipercaya, serta interpretasi sumber atau subjek harus sama dengan interpretasi 
pengambil data. 

Terdapat dua metode wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara 
tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan apabila pengambil data 
telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang telah diperoleh. Sementara 
wawancara terstruktur pengambil data telah menyiapkan list pertanyaan dan 
juga telah mempersiapkan jawabannya. Wawancara terstruktur biasanya 
menggunakan daftar pertanyaan tertutup.

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana pengambil 
data tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara yang telah 
tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Wawancara 
tidak terstruktur sering digunakan sebagai pedoman kajian atau data dasar, 
bahkan digunakan untuk pengambilan data secara mendalam. Wawancara 
tidak terstruktur biasanya menggunakan pertanyaan tertutup.

Contoh: Daftar Pertanyaan
1.	 Pertanyaan terbuka

a.	 Bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu terhadap Program PSDABM 
MCA Indonesia KpSHK dan bagimana dampaknya terhadap 
perkonomian rumah tangga?..................................................

2.	 Pertanyaan tertutup
a.	 Apakah Bapak atau Ibu setuju terhadap Program PSDABM MCA 

Indonesia KpSHK?
A.	 Setuju 
B.	 Kurang Setuju 
C.	 Biasa Saja
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2.3	 Kuesioner
Kuesioner merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang 
dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan berupa tulisan 
kepada reponden untuk dijawab. Kuesioner adalah metode yang paling efisien 
apabila pengambil data tahu pasti variabel yang akan diukur, serta tahu apa 
yang bisa diharapkan dari responden (Iskandar 2008).

Uma (1992) in sugiono (1987) mengungkapkan beberapa pertanyaan yang 
harus diperhatikan dalam pembuatan kuesioner:

1.	 Apa bila bentuk pertanyaan berupa ukuran, pertanyaan harus teliti dan 
harus mempunyai skala pengukuran dan item-nya. 

2.	 Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan tingkat pendidikan 
responden sehingga mudah dipahami oleh responden.

3.	 Pertanyaan tidak mendua.
4.	 Tiap bentuk pertanyaan dapat berupa pertanyaan terbuka atau tertutup.
5.	 Tidak menanyakan sesuatu yang sudah lupa.
6.	 Pertanyaan harus objektif tidak menggiring. 
7.	 Pertanyaan sebaiknya tidak terlalu panjang sehingga akan membuat 

jenuh responden.
8.	 Urutan pertanyaan dalam angket dimulai dari hal umum, kemudian 

mengarah ke hal yang lebih spesifik. 

2.4	 Kelompok Diskusi Terfokus  
(FGD-Focus Group Discussion)

Metode terakhir untuk mengumpulkan data yaitu lewat diskusi terpusat 
(Focus Group Discussion-FGD). FGD merupakan upaya  menemukan makna 
sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi sehingga menghindari diri 
pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Sebagai contoh, misalnya 
sekelompok peneliti mendiskusikan hasil pendapatan rata-rata ekonomi 
rumah tangga di mana pendapatan ekonomi rumah tangga masyarakat 
pinggir hutan tergolong dalam kategori ekonomi rendah. Untuk menghindari 
pemaknaan secara subjektif oleh seorang peneliti, perlu dibentuk kelompok 
diskusi terdiri atas beberapa orang peneliti. Dengan beberapa orang mengkaji 
sebuah isu, diharapkan akan diperoleh hasil pemaknaan yang lebih objektif.
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Gambar 21 FGD di Desa Santong pada pengamiblan base line study

2.5	 Observasi Kawasan Hutan  
(Melalui Pemetaan Partisipatif)

Metode pengambilan data lapangan mengacu pada Permen Kehutanan  
No. 43 Tahun 2013. Pengukuran tata batas dan penentuan posisi batas. 
Pada proses pemetaan, sebelum mengetahui isi wilayah yang akan dikelola, 
tahapan awal adalah mengidentifikasi luas wilayah yang akan dikelola atau 
dengan kata lain tata batas wilayah. Tata batas wilayah juga dapat digunakan 
sebagai dokumen izin kelola wilayah. Dalam penentuan batas wilayah, harus 
memperhatikan aturan main dalam penentuan batas wilayah kelola dengan 
tujuan mencapai kesejahteraan setinggi-tinginya untuk masyarakat sehingga 
terhindar dari konflik tenurial. Peran partisipatif dalam pembuatan tata 
batas sangat penting karena berkaitan pemangku kepentingan seperti telah  
dituangkan dalam bab satu sehingga tujuan dalam menyejahterakan 
masyarakat dan terhindar dari konflik tenurial dapat tercapai. 

Aturan main tersebut tertuang dalam undang-undang, peraturan pemerintah, 
RTRW wilayah, dan fungsi kawasan. Dalam upaya melakukan tata batas, 
kita harus menentukan titik-titik batas wilayah yang telah disepakati oleh 
masyarakat dengan pemetaan partisipatif. Teknik penentuan batas wilayah 
dijabarkan dalam Metode Pemetaan Partisipatif.
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Metode Pemetaan Partisipatif
Pemetaan partisipatif adalah suatu metode yang dikembangakan oleh banyak 
lembaga swadaya masyarakat di Indonesia sebagai metode yang melibatkan 
masyarakat dalam melakukan penentuan batas wilayah dan perencanaan 
ruangnya sendiri. Seperti yang telah di jabarkan dalam Bab pertama, 
perencanaan ruang yang melibatkan masyarakat merupakan amanah undang-
undang yang tertuang dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang. 

Gambar 22 Proses perencanaan pemetaan partisipatif 

Pertemuan Kampung
Pertemaun antarkampung merupakan proses sosialisasi dalam upaya 
pemetaan partisipatif, yakni mengunakan Metode FGD. Dalam pertemaun 
antarkampung, diharapkan teridentifikasinya sumber daya manusia yang 
mengerti dan memahami proses pemetaan partisipatif. Selain itu, proses 
ini juga sebagai idetifikasi sosial stake holder yang mempunyai kepentingan 
pada wilayah tersebut sehingga dalam pelaksanaannya terhindar dari konflik 
tenurial. 

Pemetaan antarkampung dilaksanakan agar terjadi kesepakatan antarkampung 
satu dengan kampung lainya. Kegiatan ini betujuan untuk menghindari 
konflik sosial. Pertemuan antarkampung juga dibahas bagaimana sejarah 
wilayah kampung, serta penentuan batas-batas wilayah antarkampung, 
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Gambar 23 Proses pertemuan antarkampung

Hasil dari pertemuan ini, kemudian dijadikan dasar dalam melakukan 
pemetaan partisipatif sehingga semua tujuan-tujuan telah disepakati bersama. 
Perencanaan pemetaan dilanjutkan setelah pertemuan antarkampung 
diadakan. 

Perencanaan Pemetaan
Perencanaan pemetaan adalah proses merencanakan wilayah yang akan 
dilakukan pemetaan sehingga tujuan-tujuannya dapat tercapai. Perencanaan 
pemetaan pada pemetaan partisipatif meliputi perencanaan tim pemetaan, 
pembuatan sketsa batas wilayah antarkampung, membuat dokumen 
kesepakatan tentang batas wilayah, perencanaan survei lapangan (pengambilan 
titik batas), dan perencanaan anggaran biaya dalam melakukan survei lapang. 
Dengan demikian, saat melakukan kegiatan selanjutnya terhindar dari 
permasalahan-permasalahan yang bisa terjadi. 



44

Modul Pemetaan Partisipatif dan Inventarisasi Sumber Daya Alam
untuk Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

(Studi Kasus Desa Sambelia, Desa Santong, dan Kelurahan Sakuli)

Pembuatan Sketsa Batas Wilayah Antarkampung
Pembuatan sketsa batas kampung dilakukan pada pertemuan antarkampung, 
pembuatan sketsa antara kampung adalah proses mengenali gambaran umum 
wilayah masyarakat. Pembuatan sketsa ini bertujuan untuk mendapatkan 
gambaran umum masyarakat yang masih awam dalam batas wilayah mereka 
dan juga merencanakan titik-titik yang akan diambil dalam melakukan 
penentuan batas peta. Manfaat lain dalam proses pemetaan ini adalah 
mengetahui potesi wilayah masyarakat yang belum digali sehingga masyarakat 
mampu mengidentifikasi dan mengenali wilayahnya sendiri. 

Maper atau pembuat peta juga mendapatkan gambaran umum wilayah yang 
akan dipetakan pada sketsa ini. Pada tahapan ini, dilakukan juga pembuatan 
dokumen kesepakatan wilayah yang diakui bersama antara kampung satu dan 
yang lainya. 

Berikut merupakan salah satu contoh pembuatan sketsa antara kampung  
di Desa Sambelia dan Dara Kunci.
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Pengambilan Data Lapangan 

Proses pengambilan data lapangan adalah proses pengambilan titik batas 
wilayah yang telah didiskusikan atau direncanakan pada pertemeuan 
kampung. hasil yang dicapai dari pengambilan data ini berupa data-data titik 
koordinat. 	

Pengambilan data lapangan dilakukan oleh tim pemetaan yang telah 
direncanakan pada proses prencanaan pada pertemuan kampung. Pada proses 
ini, dilakukan pengambilan titik wilayah lokasi yang telah digambarkan oleh 
masyarakat dan maper diproses perencanaan berupa sketsa wilayah. Kegiatan 
pengambilan data lapangan adalah inti dari pemetaan partisipatif. 

Pengambilan data lapangan menggunakan alat GPS Global Posestioning 
System. Alat ini digunakan untuk menyimpan data lokasi, kemudian taly sheet 
digunakan untuk mencatat bentang alam yang ada. Pada proses pengambilan 
data, dilakukan juga manajemen perencanaan perjalanan, sebagai contoh 
apakah dalam melakukan survei lapangan harus menginap atau tidak? 
Persiapan-persiapan ini penting dalam pelaksanaan perencanaan kareana 
memiliki risiko yang tinggi apabila terjadi kecelakan atau hal-hal yang tidak 
diinginkan dalam melakukan survei.
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Gambar 24 Proses pengambilan data lapangan pemetan partisipatif

Pembuatan Peta dan Penetapan Wilayah 

Hasil data titik koordinat yang didapat dari proses pengambilan data lapangan, 
kemudian dilakukan pengeolahan sehingga menghasilkan data luasan atau 
poligon. Dalam melakukan proses pengolahan data tersebut, dibutuhkan 
surveior pengambil data lapangan agar memudahkan dalam melakukan 
pengolahan titik koordinat. 

Fungsi surveior pengambil titik adalah untuk melakukan koreksi dalam 
pengolahan data karena surveior dan tim pengambil datalah yang mengetahui 
titik-titik lokasi sehingga dapat diminimalisir eror yang terjadi. 
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Gamabar 25 Blok rencana hasil pemetaan partisipatif wilayah Sakuli

Gambar 25 merupakan hasil pemetaan partisipatif di wilayah Sakuli, yaitu 
berupa blok-blok lahan pada hak milik di Kelurahan Sakuli. Data ini 
dilakukan untuk melakukan analisis penanaman pada kegiatan PSDABM 
MCA-Indonesia. 

Setelah kegitan pemetaan dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan 
melakukan pengesaahan atau lobi kebijakan kepada stakeholder terkait. 
Dengan demikian, hasil pemetaan tersebut memiliki kekuatan hukum dan 
diakui oleh pemerintah.

2.6	 Inventarisasi Partisipatif (Kawasan dengan 
Nilai Ekology tinggi) KNKT

Inventarisasi sumber daya alam adalah pencatatan, pengumpulan, dan 
penyusunan data, serta segala sesuatu menganai sumber daya alam guna 
melakukan perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam bagi kesejahtraan 
masyarakat secara berkelanjutan. Berdasarkan jenisnya, inventarisasi dibagi 
menjadi dua, yaitu inventarisasi sumber daya alam hayati dan inventarisasi 
sumber daya alam nonhayati. Dalam melakukan inventarisasi partisipatif, 
diharapkan masyarakat pengelola wilayah mampu mengidenifikasi sumber 
daya sendiri. 
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Masyarakat harus mengenali potensi sumber daya alam di wilayahnya sendiri 
sehingga dapat mengetahui potensi dan isu di wilayah kelolanya. Selain itu 
juga, masyarakat diharapkan mampu mengelola sumber daya alam secara 
lestari. Klasifikasi pengambilan data sumber daya alam, baik hayati maupun 
nonhayati disajikan pada Tabel 9. 

Tabel 11 Inventarisasi sumber daya alam hayati dan nonhayati

Jenis  
Sumber Daya Slam

Jenis 
Metode Pengambilan 

Data
Sumber daya alam 

Hayati
Vegetasi Transek kuadrat

Hewan
Aves Pencarian Jejak, Case 

Pertrip, Case Pertime, 
dan Visual Sensus

Mamalia Pencarian Jejak, Case 
Pertrip, Case Pertime, 
dan Visual Sensus

Pisces Pencarian Jejak, Case 
Pertrip, Case Pertime, 
dan Visual Sensus

Plankton Sampling, Random 
Sampling (plankton 
net)

Bentos Sampling Grap
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Jenis  
Sumber Daya Slam

Jenis 
Metode Pengambilan 

Data
Sumber daya alam 

nonhayati
Tanah

Kekuatan tanah Sampling (Boring)  
dan Soundir

Kelerengan dan kontur Sampling (T0, 
Teodolit, Analisis GIS)

Kualitas tanah Sampling  
(Analis Laboraorium)

Geologi Boring, Sondir,  
dan Analisis endapan

Air 
Kualitas air  
(kimia perairan)

Sampling 
(laboratorium)

Kecepatan aliran Sampling (curnt meter)
Kedalaman (batymetri) Metode kayu bersekala 

dan akustik 
Sempel air tanah Sampel (Geo Listrik )
Fluktuasi muka air Papan Bersekala dan 

Pemantauan Berkala
Udara 

Kualitas udara Sampling  
(Analisis Laboratorium)

Kecepatan angin Sampling  
(Anemo meter)

Suara Sound meter 

Inventarisasi Vegetasi 

Inventarisasi vegetasi biasanya digunakan untuk melakukan analisis 
kerentanan lingkungan, rencana pengelolaan hutan Rencana Umum 
(RU) dan Rencana Oprasional (RO), pemetaan potensi ekonomi, dan jasa 
lingkungan. Pengambilan data vegetasi jenis, tegakan, dan diameter diambil 
dengan menggunakan Metode Transek Kuadrat.

Tabel 11 Inventarisasi sumber daya alam hayati dan nonhayati (lanjutan)
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Transek kudarat adalah suatu teknik yang biasa digunakan dalam semua 
tipe komunitas vegetasi. Terdapat tiga metode transek yang biasa digunakan 
dalam pengambilan data vegetasi, yaitu 

1.	 Transek tunggal;
2.	 Transek ganda; 
3.	 Transek jalur; serta 
4.	 Transek Jalur.
Transek tunggal biasanya digunakan pada pengambilan vegetasi yang 
homogen, misalnya diperkebunan atau hutan tanaman industri. Metode 
ini biasanya digunakan dalam menentukan perencanaan penebangan atau 
pemanenan. 

(a) Petak Tunggal

Di dalam metode ini dibuat satu petak sampling dengan ukuran tertentu yang 
mewakili suatu tegakan hutan. Ukuran petak ini dapat ditentukan dengan 
kurva spesies-area. 

Gambar 13 Suatu petak tunggal dalam analisis vegetasi
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Agar data vegetasi hasil survei lebih bersifat informatif, sebaiknya bila waktu 
dan dana survei memungkinkan, setiap lokasi pohon beserta tajuknya 
(termasuk pancang, semai, dan tiang) begitu pula pohon yang masih berdiri 
atau pohon yang roboh dalam petak contoh, dipetakan. Hal ini akan sangat 
berguna untuk mengetahui pola distribusi setiap jenis vegetasi, proporsi gap, 
menduga luasan tajuk dari diameter, dan lain-lain.

(b) Petak Ganda

Dalam metode ini, pengambilan contoh vegetasi dilakukan dengan 
menggunakan banyak petak contoh yang letaknya tersebar merata. Peletakan 
petak contoh, sebaiknya secara sistematis. Untuk menentukan banyaknya 
petak contoh, dapat digunakan kurva spesies-area. Sebagai illustrasi, pada 
Gambar 26 disajikan cara peletakan petak contoh pada metode petak ganda.

Gambar  26 Desain petak ganda di lapangan

Cara menghitung besarnya nilai kuantitatif parameter vegetasi sama dengan 
Metode Petak Tunggal.

Metode Jalur

Metode ini paling efektif untuk mempelajari perubahan keadaan vegetasi 
menurut kondisi tanah, topografi, dan elevasi. Jalur-jalur contoh ini harus 
dibuat memotong garis-garis topografi, misalnya tegak lurus garis pantai, 
memotong sungai, dan menaik atau menurun lereng gunung. Untuk lebih 
jelasnya, contoh petak sampling berbentuk jalur ini dapat dilihat pada  
Gambar 27.
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Gambar  27  Desain jalur contoh di lapangan

Perhitungan besamya nilai kuantitatif parameter vegetasi sama dengan 
Metode Petak Tunggal.

Metode Garis Berpetak

Metode ini dapat dianggap sebagai modifikasi Metode Petak Ganda atau 
Metode Jalur, yakni dengan cara melompati satu atau lebih petak-petak 
dalam jalur sehingga sepanjang garis rintis terdapat petak-petak pada jarak 
tertentu yang sama. Gambar 28 memperlihatkan pelaksanaan Metode Garis 
Berpetak di lapangan.

Gambar  28 Desain metode garis berpetak

Perhitungan biasanya nilai kuantitatif parameter vegetasi sama dengan 
Metode Petak Tunggal.
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2.5 Pengambilan Data Lapangan
Pengukuran Diameter Pohon
Diameter keliling merupakan salah satu dimensi batang (pohon) yang sangat 
menentukan luas penampang lintang batang pohon saat berdiri atau berupa 
kayu bulat. Diameter batang merupakan garis lurus yang menghubungkan 
dua titik melewati pusat atau sumbu batang. Lingkar batang atau keliling 
batang adalah panjang garis busur yang melingkari batang. 

a.	 Pengukuran Pohon pada Kondisi Tegak
Pengukuran diameter atau lingkar batang disepakati setinggi dada untuk 
setiap bangsa, namun setiap bangsa memiliki kesepakatan masing-masing yang 
disesuaikan dengan rata-rata dada masyarakat bangsa tersebut. Di Indonesia, 
disepakati pengukuran tinggi batang sebesar 1,3 m dari permukaan tanah. 

Gambar 29 Diameter pohon (r = jari jari; D= diameter; dan S= lingkar batang)

Pengukuran keliling dan diameter pohon pada 1.3 m didasarkan pada pohon 
yang berdiri tegak pada permukaan tanah yang relatif datar.
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b.	 Pengukuran Diameter pada Kondisi Miring
Jika pohon berdiri miring, letak pengukuranya (LPD) dilakukan pada bagian 
miring di sebelah atas sejauh 1,3 m dari permukaan tanah. Sementara pada 
kondisi tanah yang miring dan keadaan pohon berdiri tegak, pengukuran 
dilakukan dua kali (lihat Gambar 14 (C)) bagian atas C1 dan bagian bawah 
C2, kemudian hasil penjumlahan pengukuran tersebut dibagi dua. 

Gambar 30 Pengukuran pohon pada kondisi miring dan lahan miring

c.	 Pengukuran Pohon pada Kondisi Berbanir
Jika batas ujung banir (Bub) kurang dari 110 cm, pengukurannya dilakukan 
setinggi 1,30 m dari permukaan tanah. Jika Bub tepat setinggi dari 110 
cm, pengukurannya (Lpd) ditambah 20 cm di atas banir (Gb.b). Dengan 
demikian, Lpd-nya setinggi 1,30 m dari permukaan tanah. Jika Bub-nya 
lebih tinggi dari 110 cm, pengukurannya (Lpd) ditambah 20 cm di atas banir 
(Gb.c). Dengan demikian, letak pengukurannya setinggi Bub+20 cm.

Gambar 31 Pengukuran diameter pada pohon berbanir
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d.	 Pengukuran Batang Cacat
Jika setinggi 110 cm melebihi bentuk batang cacat (Bbc), letak pengukurannya 
(Lpd) setinggi Bac+20cm (Gambar a). Jika Bbc lebih tinggi dari 110 cm, letak 
pengukurannya setinggi Bbc-20cm (Gambar b). Jika bagian tengah cacat lebih 
kurang setinggi 1,30 m dari permukaan tanah (Gambar c), pengukurannya 
dilakukan setinggi Bbc (Lpd2) dan Bac (Lpd1). Dengan demikian, hasil 
ukurannya (diameter atau keliling) adalah ukuran (Lpd1+ Lpd2)/2.

Gambar 32 Pengukuran batang cacat

e.	 Pengukuran untuk Batang Bercabang
Apabila tinggi percabangan melebihi 1,3 m (Gambar a),  pengukuran 
dilakukan tetap 1,3 m dari permukaan tanah. Apabila percabangan kurang 
dari 1,3 m, dilakukan dua kali pengukuran pada kedua batang (Gambar b).

Gambar 33 Pengukuran pada pohon bercabang
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f.	 Penukuran untuk Lahan Basah
Untuk jenis Bruguiera spp. yang dijadikan awal pengukuran bukan dari 
permukaan tanah, melainkan pada bagian akarnya (Gambar 34a). Letak 
pengukurannya setinggi 1,30 m. Untuk jenis Ceriops spp. yang dijadikan 
awal pengukuran pada bagian akar yang berbatasan dengan air (Gambar 34b).  
Di samping adanya bagian-bagian akar yang berupa banir, perlu ditinjau 
terlebih dahulu tinggi banir tersebut. Jika tinggi banir tersebut kurang dari 
1,30 m, letak pengukuran dilakukan setinggi 1,30 m dari batas bagian akar 
yang terkena air. Untuk jenis Rhizophora spp., dilakukan pengukuran setinggi 
20 cm dari ujung bagian akar teratas (Gambar 34c).

Gambar 34 Pengukuran pohon pada lahan basah

Pengukuran Tinggi Pohon
Tinggi pohon total, yaitu jarak antara titik puncak pohon dengan titik 
proyeksi bidang datar. Sementara tinggi pohon bebas cabang, yaitu jarak 
terpendek titik bebas cabang dengan titik proyeksi bidang datar.

Gambar 35 Tinggi pohon
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Rumus tinggi berdasarkan pada rumus ilmu ukur sudut, yaitu menggunakan 
rumus tangen. Pengukuran tinggi ini dapat menggunakan beberapa alat, yaitu 
klino, busur, serta single reloskop criterion dendrometer. Pengukuran tinggi 
pohon diilustrasikan pada segi tiga sama kaki dengan sudut 45⁰ seperti yang 
ditampilkan pada gambar berikut ini.

Gambar 36 Ilustrasi pengukuran tinggi pohon

Segi tiga di atas (Gambar 36) akan diterapkan pada pengolahan data tinggi 
pohon yang di dapat dari alat ukur. Alat ukur tersebut menghasilkan data 
sudut yang dimasukkan dalam varibel β dan jarak antara pohon dan pengukur 
yang dimasukkan dalam variabel MB. Dengan demikian, tinggi pohon (MC) 
didapatkan dari hasil perkalian antara jarak pengukur dan sudut tangen β 
yang didapat seperti yang digambarkan pada rumus tersebut.

Pengukuran tinggi pohon saat di lapangan digambarkan pada Gambar 37. 
Gambar tersebut menunjukkan pengukuran tinggi pohon pada lahan yang 
relatif datar di mana menggunakan rumus segitiga sama kaki seperti penjabaran 
pada Gambar 36. Gambar 37 merupakan pengukuran dua buah tinggi, yaitu:

Apabila kita terapkan variabel tersebut dengan rumus pengukuran sudut, 
akan didapat:

t1 = tg α x Jd................................................................................ (i)
t1 = tinggi pertama 
α = sudut pada pengukuran tinggi pertama (t1)
Jd = jarak antara pohon dengan pengukur
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Demikian pula dengan pengukuran kedua t2. Apabila kita terapkan variabel 
tersebut dengan rumus pengukuran sudut, akan didapat:

t2 = tg β x Jd............................................................................... (ii)
t2 = tinggi kedua
β = sudut pada pengukuran tinggi ke-dua (t2)
Jd = jarak antara pohon dengan pengukur 

Dari kedua persamaan tersebut, tinggi pohon total adalah hasil penjumlahan 
antara tinggi pertama dan tinggi yang ke dua:

T = t1 + t2
T = (tg α x Jd) + (tg β x Jd)........................................................ (iii)

Atau bisa disederhanakan menjadi:

T = (tg α + tg β) x Jd..................................................................(iv)

Gabar 37 Pengukuran tinggi pohon pada lahan datar

Pengukuran pohon di lahan miring juga sama dengan di lahan datar, namun 
biasanya pada survei di lahan yang kelerengannya tinggi akan mendapatkan 
kesulitan pada pengukuran. Pengukuran pada lahan miring diilustrasikan 
pada Gambar 38.

Gambar 38 Pengukuran pada wilayah miring
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2.5.1 Penentuan Jalur Inventory
Pembuatan Petak Ukur 

Tahapan berikutnya adalah membuat petak ukur pada lokasi yang  
telah ditentukan titik ikatnya (plot). Pembuatan petak ukur disajikan  pada 
Gambar 39. 

Pengambilan data dilakukan pada setiap titik (plot) dengan petak 
terkonsentrasi. Petak ukur diletakkan dalam jalur inventarisasi dengan arah 
Utara-Selatan. Pada setiap satu plot ukur, terdapat tiga sub-plot ukur yang 
luasnya dibedakan berdasarkan tingkat pertumbuhan pohon. Pada awalnya, 
menentukan petak besar dengan ukuran 20x125 terlebih dahulu yang 
mewakili, kemudian dibagi lagi menjadi petakan kecil di dalamnya dengan 
ukura 20x20 m, 10x10 m dan melakukanpengambilan data hanya pada 
petakan tersebut.

Pengukuran cadangan karbon dilakukan dengan menggunakan metode 
nondestruktif yang dikembangkan oleh SNI 7724:2011. Dalam metode ini, 
ukuran plot sampel dibagi dalam tiga bagian (Gambar 39), yaitu: 

a.	 Plot dengan ukuran 10x10 m, digunakan untuk mengukur biomassa 
pancang dengan ukuran diameter 5 cm sampai dengan <15 cm.

b.	 Pot dengan ukuran 20x20 m, digunakan untuk mengukur biomassa 
tiang dengan ukuran diameter 15 sampai dengan <30 cm.

c.	 Plot dengan ukuran 20x125 m, digunakan untuk mengukur biomassa 
pohon dengan diameter >30 cm. 

Gambar 39 Bentuk dan ukuran petak ukur
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Pembuatan Petak Ukur pada Wilayah Miring

Pengukuran jarak pada batas plot contoh dilakukan setiap 25 m jarak datar 
apabila memungkinkan. Karena pengukuran dilakukan dalam bentuk jarak 
lapangan/jarak miring, diperlukan koreksi jarak untuk mendapatkan jarak 
datar, yaitu dengan cara menambahkan jarak sesuai dengan kelerengan/helling/
slope. Ilustrasi hubungan antara jarak datar dan jarak lapangan/miring dapat 
dilihat pada gambar di bawah. Sementara itu, cara melakukan pengukuran 
jarak lapangan dan melakukan penambahan jarak lapangan (koreksi 
jarak) untuk mendapatkan jarak datar yang diinginkan dapat dilihat pada  
Gambar 40.

Gambar 40 Ilustrasi hubungan antara jarak datar dan jarak miring

Tabel 12 Contoh tabel konversi dari jarak datar menjadi jarak lapangan

Sudut Cosinus Jarak Datar Jarak Miring
5 0,996 25 25.1

10 0,985 25 25,4
15 0,966 25 25,9
20 0,940 25 26,6
25 0,906 25 27,6
30 0,866 25 28,9
35 0,819 25 30,5
40 0,766 25 32,6
45 0,707 25 35,4
50 0,643 25 38,9
55 0,574 25 433,6
60 0,500 25 50
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Sudut Cosinus Jarak Datar Jarak Miring
65 0,423 25 59,2
70 0,34 25 73,1
75 0,259 25 96,6
80 0,174 25 144,0
85 0,087 25 286,8
90 0,00 25 25

Prosedur pengukuran dimulai dengan pengukuran jarak miring/lapangan 
sepanjang 25 m. Kemudian, lakukan pembacaan heling/kelerengan  
di antara jarak tersebut. Hasil pembacaan heling terbaca, misalnya 30o. Dari 
Tabel 12 (konversi jarak datar menjadi jarak lapangan), terlihat bahwa untuk 
mendapatkan jarak datar 25 m dengan kelerengan 30o, diperlukan jarak 
lapangan 28,9 m. Koreksi jarak miring dilakukan dengan cara menambahkan 
3,9 m dari jarak miring 25 m yang sebelumnya sudah diukur. Dengan 
demikian, jarak antarpatok adalah 28,8 m jarak lapangan.

Gambar 41	 Ilustrasi pengukuran jarak lapangan untuk mendapatkan jarak 
yang diinginkan

Tabel 12 Contoh tabel konversi dari jarak datar menjadi jarak lapangan 
(lanjutan)
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Pemindahan Petak Ukur

Dalam kondisi tertentu, perlu dilakukan pemindahan plot dengan ketentuan 
sebagai berikut:

a)	 Plot terpotong oleh sungai besar (lebar 3 m atau lebih), atau jalan utama. 
b)	 Subplot tingkat pohon kecil (20x20 m), subplot tingkat tiang (10x10 m) 

atau subplot tingkat pancang terpotong oleh sungai dengan lebar lebih 
dari 1 m dan kurang dari 3 m atau jalan cabang.

Pemindahan dilakukan dengan cara:

a.	 Membagi plot ke dalam dua jalur yang berdekatan atau berhimpitan 
(Gambar 42 II-4; a2).

b.	 Mengubah posisi plot dengan memajukan atau memundurkan plot 
dengan tetap berada pada jalur (Gambar 42 II-4; b2 ).

Gambar 42 Kaidah-kaidah di dalam perubahan atau pemindahan plot
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Teknik Pengambilan Sempel Air 

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI), bidang pekerjaan umum 
mengenai kualias air (1990). 

1.	 Pertimbangan dalam pemilihan lokasi penambilan sampel:
	 Pertimbangan-pertimbangan dalam pemilihan lokasi pengambilan 

sampel air adalah berdasarkan kualitasnya. a) Sumber air limbah 
harus diambil pada lokasi mewakili seluruh karakteristik limbah dan 
kemungkinan pencemaran yang akan ditimbulkan. b) sampel air dari 
badan air harus diambil menurut lokasi yang dapat menggambarkan 
kualitas air secara keseluruhan. Untuk itu, sampel harus diambil dari 
beberapa lokasi dengan debit air yang harus diketahui. c) Sumber 
pencemaran yang mencemari badan air yang dipantau harus diketahui 
berupa sumber pencemaran (point source) atau sumber pencemaran 
tersebar (disperse source).

2.	 Lokasi pengambilan sampel air 
	 Lokasi pengambilan air dapat dibagi dua, pertama adalah pengambilan 

sampel air permukaan dan pengambilan sampel air tanah. 

Pengambilan Sampel Air Permukaan (Sebaran Horizontal)

Pengambilan sampel air permukaan (sebaran horizontal), meliputi sungai, 
waduk, danau, rawa, laut, dan genangan lainya. Pengambilan sampel air 
di dekat muara yang masih terpengaruh oleh air pasang surut, sebaiknya 
agak jauh dari muara agar terhindar dari pengaruh pasang surut yang akan 
memengaruhi data kualitas air yang akan diambil. 

Pengambilan sampel air sungai dapat dilakukan di lokasi-lokasi sebagai 
berikut:

1)	 Sumber alamiah, yaitu lokasi yang belum atau masih sedikit mengalami 
pencemaran.

2)	 Sumber air tercemar yaitu lokasi yang telah mengalami perubahan dekat 
sumber pencemaraan.

3)	 Sumber air yang dimanfaatkan, yaitu lokasi yang dimanfaatkaan (sumber 
air yang akan digunakan).
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Pengambilan Sampel Air Permukaan (Sebaran Vertikal)

Pengambilan sampel air permukaan dapat dilakukan terhadap air sungai, 
danau, dan waduk. Titik pengambilan sampel dilakukan menurut ketentuan 
sebagai berkut:

1)	 Pada sungai dengan debit kurang dari 5 m3/detik, sampel air diambil 
pada suatu titik di tengah sungai pada 0,5 x kedalaman. 

2)	 Pada sungai dengan debit antara 5–150 m3/detik, sampel air diambil 
minimal pada dua titik masing 1/3 dan 2/3 lebar sungai pada  
0,5 x kedalaman sungai. 

3)	 Pada sungai dengan debit lebih dari 150 m3/detik, sampel air minimum 
diambil 6 titik, masing-masing pada jarak ¼ , ½, dan ¾ lebar sungai 
pada 0,2 kedalaman sungai dan 0,8 x kedalaman sungai. 

Titik pengambilan sampel air danau dan waduk ditetapkan menurut 
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1)	 Pengambilan danau atau waduk pada kedalaman kurang dari 10 m, yaitu 
permukaan dan dasar danau. 

2)	 Pada danau waduk yang mempunai kedalaman 10–30 m kedalaman, 
lapisan termoklin, dan dasar danau.

3)	 Pada danau kedalaman antara 30–100 m, sampel diambil pada 4 titik, 
lapisan permukaan, lapisan termoklin, lapisan hipolimnion (lapisan  
di bawah temoklin), dan lapisan dasar waduk atau danau.

4)	 Pada danau yang kedalamannya lebih dari 100 m, data diambil berdasarkan 
kepiler.

Pengambilan Data Warna Perairan

Pengambilan data warna perairan megunakan Metode Visual, yaitu 
menggunakan indra manusia sebagai alat utama pengukuran terhadap produk 
(organeoloptik). Pengujian organeoloptik mempunyai peranan penting 
dalam penerapan mutu dan pengujian organeloptik dapat mengindikasikan 
kerusakan suatu produk. 

	 Alat yang digunakan yaitu kamera sebagai dokumentasi. 
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Gambar 43 Kamera sebagai alat dokumentasi

Kekeruhan Perairan

Pengambilan data kecerahan perairan menggunakan secchi disk dengan 
cara celupkan ke dalam perairan hingga warna putih pada sheeci disk tidak 
terlihat. Hasil kedalaman dari kedalaman hasil pengukuran tersebut di hitung 
kedalamannya seperti terlihat pada gambar di bawah. 

Gambar 44 Pengukuran kecerahan dengan secchi disk
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Kedalaman

Pengukuran kedalaman merupakan bagian terpenting dari pemeruman yang 
menurut prinsip dan karakter teknologi yang digunakan dapat dilakukan 
dengan metode mekanik, optik atau akustik.

Metode Mekanik

Disebut juga dengan metode pengukuran kedalaman secara langsung. Metode 
ini efektif digunakan untuk perairan yang sangat dangkal atau rawa. Instrumen 
yang digunakan adalah tongkat ukur atau rantai ukur yang dilakukan dengan 
bantuan wahana apung. Bentuk tongkat ukur mirip dengan rambu ukur 
yang dipakai untuk pengukuran sifat datar. Sementara itu, rantai ukur karena 
fleksibilitas bentuknya, biasanya dipakai untuk pengukuran kedalaman yang 
rata-rata lebih dalam dibandingkan dengan tongkat ukur. Pada ujung rantai 
ukur digantungkan pemberat untuk menghindari sapuan arus perairan dan 
menjaga agar rantai senantiasa relatif tegak. Pengukuran kedalaman dengan 
metode mekanik efektif digunakan untuk pemetaan pada batas daerah survei 
yang relatif tidak luas dengan skala yang cukup besar.

Gambar 45 Metode pengukuran ke dalam secara mekanis
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2.5.2	Pengolahan Data Inventarisasi 
Analisis Spasial

Interpolasi

Interpolasi adalah suatu metode atau fungsi matematik untuk menduga 
sebaran suatu nilai di lokasi yang pada lokasi-lokasi yang datanya tidak 
tersedia. Konsep dasar interpolasi adalah apabila suatu titik yang berdekatan 
akan memiliki nilai yang sama dibandingkan dengan nilai titik yang lebih jauh 
(Cristatno 2005). Metode interpolasi banyak digunakan dalam melakukan 
analisis spasial dalam menduga sebaran suatu objek. Misalnya kelerengan, 
kontur, atau pola sebaran kualitas air dan udara. 

Dengan demikian, dalam melakukan analisis titik sampling yang didapat dari 
lapangan dengan melakukan inventarisasi sumber daya alam, baik sumber 
daya alam hayati berupa vegetasi, maupun nonhayati berupa parameter fisika 
dan kimia lingkungan, pendugaan nilai yang berdekatan menggunakan 
Metode Interpolasi. 

Poligon Kompas

Pengukuran merupakan unsur penting dalam pembuatan tata batas wilayah, 
alat yang digunakan adalah Teodolit yang dilengkapi dengan kompas.Metode 
Poligon menurut wangostijtro (1977) adalah metode pengukuran lebih 
dari satu titik di permukaan bumi yang letaknya memanjang membentuk 
segi banyak. Unsur-unsur yang diukur adalah unsur sudut dan jarak. Jika 
kordinat awal ditentukan, titik-titik yang lain dapat ditentukan juga jarak 
koordinatnya. Metode pengukuran terbagi menjadi dua secara umum, yaitu 
Metode Pengukuran Vertikal dan Metode Pengukuran Horizontal. 

Metode Pengukuran Horizontal terdiri atas:

1.	 Metode Poligon;
2.	 Metode Pengikat; serta
3.	 Global Posistioning System

Metode Pengukruan Vertikal terdiri atas:

1.	 Metode Sifat datar;
2.	 Metode Trigonometri;
3.	 Metode Barometri;
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4.	 Metode Thacymetri; serta
5.	 Metode Leveling. 
Pengukuran dengan menggunakan Metode Poligon ini terbagi menjadi dua, 
yaitu:

Poligon Tertutup

Gambar 46 Metode Poligon Tertutup

Poligon tertutup adalah apabila kita memiliki titik awal yang sama dan diakhiri 
dengan titik yang sama. Jadi dimulai dan diakhir dengan titik yang sama. Jika 
proses perhitungan di poligon tertutup kordinat akhir sama dengan kordinat 
awal, pengukuran dianggap benar. 

Pada prinsipnya, penentuan titik poligon disesuaikan dengan kondisi 
lapangan. Semakin banyak titik yang didapat dari lapangan, eror sudut 
akan semakin sedikit. Pada Gambar 46, diterangkan bahwa hasil dari data 
lapangan mempunyai enam sudut. Untuk mengetahui total sudut tersebut, 
bisa menggunakan persamaan berikut:

(n-2) x 180o =.................................................................................i
Keterangan:

n = jumlah titik 

jadi apabila kita memiliki enam titik di suatu lokasi, kita mendapatkan hasil

(6-2) x 180o = 720o 
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Poligon Terbuka 

Poligon terbuka adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan tata 
batas di mana titik akhir dari pengambilan titik tidak bertemu lagi pada titik 
awalnya sehingga hanya terbentuk garis. Poligon terbuka, biasanya digunakan 
untuk melakukan pengukuran jalan, saluran sungai, dan lain-lain.

Gambar 47 Metode Poligon Terbuka

Poligon Terbuka dibagi menjadi dua, yaitu Poligon Terbuka sempurna dan 
poligon terbuka tidak sempurna. Dikatakan sempurna apabila kita memilik 
titik-titik koordinat (x, y, z). Sementara itu,  poligon tidak sempurna hanya 
memiliki titik koordinat (x, y) saja.

Pengolahan untuk Menduga Kerentanan Ekokogi 

Keankearagaman hayati diperlukan untuk kelangsungan hidup suatu 
organisme dan berlangsung dari materi (aliran energi). Kuantitas dan kualitas 
keanekaragaman hayati dapat menurun, bahkan menghilang.  Keanekaragaman 
hayati dapat kita jaga dan kita sembuhkan kembali.  Menurut UU No. 5 
Tahun 1994, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang ada  
di antara makhluk hidup yang ada di semua wilayah, yaitu daratan, lautan 
dan perairan atau akuatik, serta kompleks-kompleks ekologi yang termasuk 
dari keanekaragamannya, meliputi keanekaragaman dalam spesies, antara 
spesies dan ekosistem. Kemudian, keanekaragaman hayati menurut Soerjani 
(1996) adalah menyangkut keunikan suatu spesies dan genetik di mana 
makhluk hidup tersebut menetap. Keanekaragaman hayati dikatakan unik 
spesies hidup di suatu habitat yang khusus atau makanan yang disantapnya 
sangat khas. Terdapat enam faktor yang menentukan naik turunya tingkat 
keanekaragaman hayati (Krebs 1976).
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1.	 Waktu;
2.	 Hetrogenitas ruang;
3.	 Kompetisi;
4.	 Pemangsaan;
5.	 Kestabilan iklim; serta 
6.	 Produktivitas.

Shannon Wilner

Tingkat keanekaragaman hayati dapat dihitung dengan mengunakan Indeks 
Shannon Winner. Konsep ini merupakan konsep keanekaragaman yang relatif 
paling dikenal dan paling banyak digunakan (Magurran 1988). 

Indeks Shannon dihitung dengan formula berikut

.................................................................. (1)

Keterangan:	

		  Pi	 =	ni/N

		  H’	 =	Tingkat keanekaragaman jenis 

		  Ni	 =	Jumlah individu jenis

		  Pi	 =	Proporsi jumlah individu jenis ke-i

Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener (H’) di samping dapat menggambarkan 
keanekaragaman spesies, dapat juga menggambarkan produktivitas ekosistem, 
tekanan pada ekosistem, dan kestabilan ekosistem. Semakin tinggi nilai Indeks 
H’, semakin tinggi pula keanekaragaman spesies, produktivitas ekosistem, tekanan 
pada ekosistem, dan kestabilan ekosistem. Berikut adalah pengkelasan Indeks 
Shannon Wilner:

•	 H’<1,0:
•	 Keanekaragaman rendah;
•	 Miskin (produktivitas sangat rendah) sebagai indikasi adanya 

tekanan ekologis yang berat; dan 
•	 ekosistem tidak stabil. 
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•	 1,0<H’<3,322:
•	 Keanekaragaman sedang; 
•	 Produktivitas cukup; 
•	 Kondisi ekosistem cukup seimbang; dan
•	 Tekanan ekologis sedang.

•	 H’>3,322:
•	 Keanekaragaman tinggi; 
•	 stabilitas ekosistem mantap; dan
•	 produktivitas tinggi.

Evennes

Konsep ini menunjukkan derajat kemerataan kelimpahan individu antarsetiap 
spesies. Ukuran kemerataan yang pertama kali dikemukakan oleh Lioyd 
dan Gheraldi (1964) ini juga dapat digunakan sebagai indikator adanya 
gejala dominasi di antara setiap jenis dalam suatu komunitas. Apabila setiap 
jenis memiliki jumlah individu yang sama, komunitas tersebut mempunyai 
nilai “EVENNES” maksimum. Sebaliknya bila nilai kemerataan ini kecil, 
komunitas tersebut terdapat jenis dominan, subdominan, dan jenis yang 
terdominasi maka komunitas tersebut memiliki “EVENNES” minimum, 
Kisaran nilai evennes berada pada berkisar antara niai 0–1. 

Simpson

Indeks Keragaman Simpson digunakan untuk mengetahui kompleksitas 
suatu komunitas yang populasnya tak terhingga. Indeks ini berkisar antara 
0–1. Semakin mendekati angka 1, komunitas semakin kompleks dan mantap. 
Indeks Diversitas Simpson dihitung dengan rumus:

.................................................................... (2)

2.5.5 Diseminasi Hasil Inventarisasi Partisipatif
Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target  
atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, 
menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi 
merupakan tindak inovasi yang disusun dan disebarkannya berdasarkan 
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sebuah perencanaan yang matang dengan pandangan jauh ke depan, baik 
melalui diskusi atau forum lainnnya yang sengaja diprogramkan sehingga 
terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi. Diseminasi adalah proses 
penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Hal ini 
berbeda dengan difusi yang merupakan alur komunikasi spontan.   Dengan 
demikian, terjadi saling tukar informasi dan akhirnya terjadi kesamaan 
pendapat tentang inovasi tersebut.

Gabar 48 Proses desiminasi petaan wilayah partisipatif

Tujuan diseminasi dalam pemetaan adalah mendapatkan pengakuan hukum 
kepada para pihak setelah terjadi kesepakatan. Proses ini menjadi penting 
karena mencakup tujuan pemetaan sehingga pihak luar dapat melihat dan 
mengakui wilayah kelola masyarakat. Selain itu, untuk meredam konflik 
tenurial antarmasyarakat desa tentang batas wilayah. 
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BAB 3 Perencanaan Kawasan Kelola 
Berbasis Inventarisasi Masyarakat

Analisis SWOT
Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu 
organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang 
strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi peniaian terhadap 
faktor kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness). Sementara itu, analisis 
eksternal mencakup faktor peluang (opportunity) dan tantangan (threaths). Ada 
dua macam pendekatan dalam analisis SWOT, yaitu Pendekatan Kualitatif 
Matriks SWOT dan Pendekatan Kuantitatif Analisis SWOT.

Pendekatan kualitatif matriks SWOT
Pendekatan kualitatif matriks SWOT sebagaimana dikembangkan oleh 
Kearns menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak faktor 
eksternal (peluang dan tantangan), sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah 
faktor internal (kekuatan dan kelemahan). Empat kotak lainnya merupakan 
kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-
faktor internal dan eksternal.
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Gabar 49 Matriks SWOT Kearns
Keterangan:
Sel A:	 Comparative Advantages
	 Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan 

kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih cepat dalam 
melakukan suatu program atau kegiatan.

Sel B:	 Mobilization
	 Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini, harus dilakukan 

upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk 
memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian mengubah ancaman itu 
menjadi sebuah peluang.

Sel C:	 Divestment/Investment
	 Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Situasi 

seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia 
sangat meyakinkan, namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak 
cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan yang diambil adalah (melepas peluang 
yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang 
itu (investasi).

Sel D:	 Damage Control
	 Sel ini merupaka kondisi yang paling lemah dari semua sel karena merupakan 

pertemuan antara kelemahan organisasi dan ancaman dari luar, serta keputusan yang 
salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang harus diambil 
adalah damage control (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah 
dari yang diperkirakan.

Pendekatan Kuantitatif Analisis SWOT
Data SWOT kualitatif tersebut, dapat dikembangkan secara kuantitaif melalui 
perhitungan Analisis SWOT yang dikembangkan oleh Pearce dan Robinson 
(1998) agar diketahui secara pasti posisi organisasi yang sesungguhnya. 
Perhitungan yang dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:
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1. 	 Melakukan perhitungan skor (a) dan bobot (b) poin faktor, serta jumlah 
total perkalian skor dan bobot (c = a x b) pada setiap faktor S-W-O-T; 
Menghitung skor (a) masing-masing poin faktor dilakukan secara saling 
bebas (penilaian terhadap sebuah poin faktor tidak boleh dipengaruhi 
atau memengaruhi penilaian terhadap poin faktor lainnya. Pilihan 
rentang besaran skor sangat menentukan akurasi penilaian, namun yang 
lazim digunakan adalah dari 1–10 dengan asumsi nilai 1 berarti skor 
yang paling rendah dan 10 berarti skor yang peling tinggi.

	 Perhitungan bobot (b) masing-masing poin faktor dilaksanakan secara 
saling ketergantungan. Artinya, penilaian terhadap satu poin faktor 
adalah dengan membandingkan tingkat kepentingannya dengan poin 
faktor lainnya. Dengan demikian, formulasi perhitungannya adalah 
nilai yang telah didapat (rentang nilainya sama dengan banyaknya poin 
faktor) dibagi dengan banyaknya jumlah poin faktor).

2.	 Melakukan pengurangan antara jumlah total faktor S dan W (d) dan 
faktor O dengan T (e); Perolehan angka (d = x). Selanjutnya menjadi nilai 
atau titik pada sumbu x, sedangkan perolehan angka (e = y). Selanjutnya 
menjadi nilai atau titik pada sumbu y.

Tabel 13	 Mencari posisi organisasi yang ditunjukkan oleh titik (x,y) pada 
kuadran SWOT

No Strength Skor Bobot Total
1
2 Dst

Total Kekuatan
No Weakness Skor Bobot Total
1
2

Total Kelemahan
Selisish Total Kekuatan – Total Kelemahan = S – W = x

No Opportunity Skor Bobot Total
1
2 Dst

Total Peluang
No Treath Skor Bobot Total
1
2 Dst

Total Tantangan
Selisih Total Peluang – Total Tantangan = O – T = y
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Gambar 50 Kuadran I (positif, positif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang, 
rekomendasi strategi yang diberikan adalah Progresif, artinya organisasi 
dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus 
melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan, dan meraih kemajuan 
secara maksimal.

Kuadran II (positif, negatif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi 
tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah 
Diversifikasi Strategi, artinya organisasi dalam kondisi mantap namun 
menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda organisasi 
akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada 
strategi sebelumnya. Oleh karena itu, organisasi disarankan untuk segera 
memperbanyak ragam strategi taktisnya.

Kuadran III (negatif, positif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat berpeluang. 
Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Ubah Strategi, artinya organisasi 
disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Hal ini karena strategi yang 
lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus 
memperbaiki kinerja organisasi.
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Kuadran IV (negatif, negatif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi 
tantangan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah strategi 
bertahan, artinya kondisi internal organisasi berada pada pilihan dilematis. 
Oleh karena itu, organisasi disarankan untuk meenggunakan strategi bertahan 
dan mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi 
ini dipertahankan sambil terus berupaya membenahi diri.

3.1	 Hasil Inventarisasi Potensi di Kawasan 
Hkm Santong Desa Santong, Kecamatan 
Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, 
Provinsi NTB

3.1.1 Hasil Inventarisasi ekologi 

Prioritas Tidak Prioritas Keterangan
Hewan Trengiling Skala prioritas 

berdasarkan 
PP Nomor 7 tahun 
1999,
UU No 5 tahun 
1990, IUCN (EN), 
CITES (Apendik 1)

Monyet ekor 
Panjang

Hama tanaman 
Masyarakat
2.	 Kekhasan 
(endemik) 

Tumbuhan 
Sengon
Mahoni
Garu
Sonokeling
Durian
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Prioritas Tidak Prioritas Keterangan
Kluwih
Nangka
Melinjo
Alpukat
Kopi
Kakau
Vanili

Jasa 
Lingkungan
Jasa 
Penurnunan 
Emisi

Emisi karbon Mempertahankan 
kelestarian sumber 
daya alam dan 
lingkungan hidup 
secara berkelanjutan 
(RPJMD)

Jasa Air
Rehabilitasi DAS 
dengan tanaman 
MPTs dan 
tanaman kayu 
sehingga dapat 
meningkatkan 
ekonomi 
masyarkat 
pinggir hutan. 
Sertifikasi Plan 
vivo

Mendorong 
pembangunan 
dan pemanfaatan 
sumber daya 
listrik alternatif 
(RPJMD),
(Analisis Kerusakan 
DAS) 

3.1.1 Hasil Inventarisasi ekologi (lanjutan)
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Prioritas Tidak Prioritas Keterangan
Upaya 
Penurunan 
Deforestasi 

Upaya 
perlindungan, 
rehablitasi, 
pemanfaatan, usaha 
budidaya tanaman 
obat, tanaman hias, 
pemanfaatan jasa 
lingkungan, dan 
pemungutan hasil 
hutan bukan kayu

Wisata

3.1.2	Hasil Inventarisasi Potensi ekonomi

Jenis 
Potensi

Prioritas Tidak Prioritas Keterangan

Hasil Hutan 
Kayu

1.	Memiliki jumlah yang 
banyak

2.	Legalitas
3.	Akses pasar
4.	Kelembagaan ekonomi 

Hasil Hutan 
Bukan Kayu

1.	Memiliki jumlah yang 
banyak

2.	Legalitas
3.	Akses pasar
4.	Kelembagaan ekonomi 

Pertanian 
dan 
Perkebunan

Sengon, 
kakaku, kopi, 
kakau durian, 
durian, 
kruwih vanili

1.	Memilik jumlah yang 
banyak

2.	Legalitas
3.	Akses pasar
4.	Kelembagaan ekonomi 

3.1.1 Hasil Inventarisasi ekologi (lanjutan)
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Jenis 
Potensi

Prioritas Tidak Prioritas Keterangan

Perikanan 
dan 
Kelautan

Tidak ada 1.	Memiliki jumlah yang 
banyak

2.	Legalitas
3.	Akses pasar
4.	Kelembagaan ekonomi 

Industri 
Hulu atau 
Rumah 
Tangga

1.	Memiliki jumlah yang 
banyak

2.	Legalitas
3.	Akses pasar
4.	Kelembagaan ekonomi 

3.1.3	Hasil Inventarisasi Potensi Sosial Budaya  
dan Spiritualitas

Jenis Potensi Prioritas 
Tidak 

Prioritas
Keterangan

Situs budaya (artefak) 1.	Keterancaman
2.	Peluang 

pengembangan
Tradisi (ritual) Awig-awig Aturan adat dalam

mengelola lahan 
Kelembagaan Sosial
(agama, kepemudaan, 
perempuan, adat)

1.	Keterancaman
2.	Peluang 

pengembangan
Gender

3.1.4 Rekomendasi Pengembangan Kawasan
Dalam pelaksanaan proses Perencanaan dan Penataan Desa Santong  
di Kecamatan Kayangan dalam Perda Kabupaten Lombok Utara No. 9 Tahun 
2011 RTRW Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011–2031 untuk menuju 
Kecamatan dalam pengembangan kawasan strategis agropolitan yang sinergis 

3.1.2 Hasil Inventarisasi Potensi ekonomi (lanjutan)
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dengan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan masyarakat. Kawasan 
agropolitan merupakan kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat  
kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan 
pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya 
keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan 
sistem agrobisnis. Dengan demikian, konsep yang dirumuskan pengembangan 
kawasan strategis agropolitan antara lain:

Konsep Utama:

•	 Memberi kepastian untuk membangun pada lokasi yang tepat.
•	 Mempertahankan aset-aset desa yang ada saat ini tanpa mengubah 

lingkungannya.
•	 Koservasi lokasi-lokasi bersejarah dan objek alami lainnya.
•	 Meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat (livelihood and 

wellbeing).
•	 Memberdayakan dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan 

dan pembangunan desanya.
•	 Menciptakan lingkungan yang aman, lebih baik, tertata, dan lengkap 

dengan sarana dan prasarana dasar.

Konsep Khusus:

•	 Mengoptimalkan produktivitas pertanian, peternakan, dan objek alam 
sebagai mata pencaharian utama masyarakat di Desa Santong.

•	 Proses pembangunan harus cepat dan tepat sasaran (tidak menyalahi 
aturan tata ruang dan aturan adat lainnya, tetapi tidak terlalu lama atau 
berlarut-larut).

•	 Perencanaan dan pembangunan wilayah desa harus bersifat lebih 
baik (tertata, dilengkapi dengan fasililtas pendukung) sehingga tidak 
membangun kekumuhan yang ada sebelumnya. 

•	 Meningkatkan partisipatif aktif dan keswadayaan dalam proses 
pembangunan desa. 

•	 Pemerataan pendidikan dan ketenagakerjaan (TKI).
•	 Pemekaran wilayah Desa dan penataan administrasi kependudukan.
•	 Memperkuat nilai-nilai budaya dan adat istiadat melalui kesepakatan.
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3.2	 Hasil Inventarisasi Potensi di Kawasan 
HKm Sambelia di Desa Sugian  
dan Darakunci, Kecamatan Sambelia, 
Kabupaten Lombok Timur, Provini NTB

3.2.1 Hasil Inventarisasi Ekologi

Prioritas Tidak Prioritas Keterangan
Hewan 1. Skala prioritas 

berdasarkan sepsis 
endemik dan 
kekhasan

2.	Keterancaman jenis 
atau lokasi

3.	Jumlah
4.	Kekhasan (endemik) 

Tumbuhan 
Jasa Lingkungan

3.2.2 Hasil Inventarisasi Potensi Ekonomi

Jenis Potensi Prioritas Tidak Prioritas Keterangan
Hasil Hutan 
Kayu

1.	Memilik jumlah yang 
banyak

2.	Legalitas
3.	Akses pasar
4.	Kelembagaan ekonomi 

Hasil Hutan 
Bukan Kayu

1.	Memiliki jumlah yang 
banyak

2.	Legalitas
3.	Akses pasar
4.	Kelembagaan ekonomi 
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Jenis Potensi Prioritas Tidak Prioritas Keterangan
Pertanian 
dan 
Perkebunan

1.	Memilik jumlah yang 
banyak

2.	Legalitas
3.	Akses pasar
4.	Kelembagaan ekonomi 

Perikanan 
dan Kelautan

1.	Memiliki jumlah yang 
banyak

2.	Legalitas
3.	Akses pasar
4.	Kelembagaan ekonomi 

Industri 
Hulu atau 
Rumah 
Tangga

1.	Memiliki jumlah yang 
banyak

2.	Legalitas
3.	Akses pasar
4.	Kelembagaan ekonomi 

3.2.3	Hasil Inventarisasi Potensi Sosial Budaya  
dan Spiritualitas

Jenis potensi Prioritas Tidak 
Prioritas

Keterangan

Situs budaya 
(artefak)

Ditemukan 
bekas kampung 
di wilayah TWA 
(Taman Wisata 
Alam) 

Bekerja sama dengan 
BKSDA dalam upaya 
melakukan konservasi 
cagar alam penjagaan  
di wilayah tersebut 

Tradisi (ritual) 1.	Keterancaman
2.	Peluang pengembangan

Kelembagaan 
Sosial
(agama, 
Kepemudaan, 
Perempuan, 
adat)

Kelembagaan 
Gapoktan, 
Koprasi dan dan 
Karang taruna

Mendorong Akses kelola 
masyarakat terhdap hutan, 
Melalui Kelmebagaan 
Gapoktan

3.2.2 Hasil Inventarisasi Potensi Ekonomi (lanjutan)
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3.2.4	Rekomendasi Pengembangan Kawasan
Legalitas Status Tanah

Penjelasan Isu

Apabila sudah ada kelompok HKm peta belok, harapan masyarakat anggota 
masyarakat supaya ditindaklajuti dan didukung oleh semua masyarakat 
HKm dan Muspika atau Muspikan dan dinas yang terkait. Menurut status 
pertanahan di Desa Dara Kunci yang sudah ada sertifikat Hak Milik sebanyak 
259 buah seluas 390,04 ha, tanah bersertifikat melalui PRONA sebanyak  
259 buah seluas 390,04 ha dan tanah yang belum bersertifikat seluas  
3.126,06 ha.

Tujuan Pengelola

Masyarakat sejahtera dan tidak mengalami keraguan dalam mengelola lahan 
mereka.

Strategi dan Kegiatan 

Stategi	 :  membuat kesepakatan antarkelompok HKm untuk memperoleh  
   izin.

Kegiatan	 : melakukan penata batasan wilayah, pengumpulan dokumen 
   pendukung, dan konsultasi.

Bidang Sosial-Budaya dan Agama

Mendorong partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan kegiatan 
berkelanjutan.

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Desa

Kebijakan untuk memperluas pemasaran hasil produksi masyarakat melalui 

a.	 Membangun sarana pasar desa.
b.	 Membangun kerja sama dengan pihak pengusaha luar.

Hasil yang Diharapkan

-	 Adanya izin IUP-HKm dan IUPHHK-HKm. 
-	 Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah meningkat.
-	 Masyarakat memiliki kepastian hukum untuk mengelola sumber daya  

di desa.
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Pemanfaatan Hutan yang Tidak Berkelanjutan

Penjelasan Isu

Tahun 2006 dan 2012 di Desa Dara Kunci terjadi bencana banjir bandang 
yang besar dan berdampak merugikan masyarakat secara langsung. 
Terjadinya bencana tersebut menurut informasi hilangnya sebagian hutan  
di wilayah Hutan Lindung karena terjadi penebangan ilegal. Aktivitas tersebut 
mengakibatkan timbulnya berbagai masalah, antara lain rusaknya rumah 
penduduk dan tertutupnya jalur sungai. Dengan adanya HKm Sambelia 
banjir bandang tersebut dapat meredam lajunya air di Desa Dara Kunci.

Tujuan Pengelolaan 

Mempertahankan wilayah HKm, menghindari bahaya banjir dan tanah 
longsor, menjamin ketersedian bahan baku kayu bagi penduduk, penghijauan 
kembali, serta penanaman MPTS.

Strategi dan Kegiatan

Strategi	 :	 melakukan rehabilitasi hutan.
Kegiatan	 :	 melaksanakan penghijauan di wilayah HKm, pinggiran pantai, 

dan di pinggiran sungai.
Strategi	 :	 menegakkan peraturan pelestarian hutan.
Kegiatan	 :	 membuat satuan penjaga hutan, membuat pos pengawasan, 

melakukan patroli hutan oleh Polhut, PPL, Kades, dan Toga 
Toma

Hasil yang Diharapkan

Melestarikan hutan di Desa Dara Kunci dan wilayah pinggiran pantai, 
terhindarnya desa dari bencana banjir, tanah longsor, dan mengeringnya 
sumber mata air. Selain itu juga, tersedianya kayu untuk kebutuhan 
masyarakat.

Penanganan Mitigasi Bencana

Penjelasan Isu	

Terjdinya bencana banjir bandang di tahun 2006 dan 2012 dan rusaknya 
rumah-rumah warga yang terkana langsung, terlihat kurang sigapnya 
masyarakat dalam menanggulangi bencana. Diperlukan pengetahuan kepada 
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masyarakat (SDM) agar mereka siap ketika bencana terjadi. Beberapa bantuan 
dari donor dalam negeri maupun luar negeri setelah terjadinya bencana dirasa 
cukup dalam pembekalan masyarakat bila nanti terjadinya bencana, beberapa 
bantuan yang telah dilakukan adalah adanya jalur evakuasi, bantuan bibit 
untuk penanaman, dan dibuatnya batu-batu penahan banjir (beronjong).

Tujuan Pengelolaan

Meningkatkan pengetahuan SDM dalam menangani bencana dan pentingnya 
menjaga lingkungan

Strategi dan kegiatan

Strategi	 :	Rehabilitasi daerah yang rawan banjir
Kegiatan	 :	normalisasi kali dengan penanaman/penghijauan dan 

pengerukan sungai, pembuatan beronjongan.
Strategi	 :	Menggalang kepedulian dan kesadaran masyarakat
Kegiatan	 :	pemberdayaan dan pembinaan kepengurusan desa siaga dan 

mendorong peningkatan dan pemahaman masyarakat dalam 
menjaga lingkungan.

Hasil yang Diharapkan

1.	 Tercegahnya banjir bandang dan pemukiman penduduk aman dari 
ancaman banjir bandang.

2.	 Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pemantauan bencana dan 
peduli lingkungan.

Pengadaan Air Bersih

Penjelasan Isu

Masyarakat Desa Dara Kunci yang rata-rata sudah mempunyai sumur bor  
di rumahnya, namun tetap saja kebutuhan akan air bersih dirasa kurang. 
Mata air utama di Desa Dara Kunci terletak di kawasan hutan lindung, mata 
air tersebut sudah dialirkan kedua desa, yaitu Desa Dara Kunci dan Sugian 
menggunakan pipa-pipa. Sampai saat ini aliran airnya kecil, menurut petugas 
yang dibentuk untuk pengawasan aliran mata air ini, kecilnya air yang mengalir 
ke desa dikarenakan saluran airnya dilubangi oleh masyarakat. Dikarenakan 
masyarakat sebagai pelaku utama, perlu adanya komunikasi antarpetugas 
dan masyarakat untuk mengatasi masalah yang ada. Pembuatan pengelolaan 
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Pamdes juga diperlukan, namun pemerintah desa belum memasukkan dalam 
anggaran desa, anggaran dari PNPM digunakan dalam pembentukan petugas 
pengawasan saluran mata air sampai desa.

Tujuan Pengelolaan

a.	 Meningkatkan kesehatan penduduk melalui penyediaan sarana air bersih 
dan sumber air minum.

b.	 Mencegah wabah penyakit yang bersumber dari air minum.
c.	 Mendapatkan air bersih langsung dari mata air karena sebagian besar 

Desa Dara Kunci krisis air bersih.
d.	 Terpeliharanya sarana air bersih dan sumber mata air untuk air minum.

Strategi dan Kegiatan

Strategi 	 :	Membuat dan memperbaiki jaringan air dan bak penampung.
Kegiatan 	 :	Konsultasi dengan dinas terkait, termasuk pemerintah desa, 

pelaksanaan patroli, dan pengadaan jaringan air bersih dengan 
pipa.

Strategi	 :	Memelihara sumber air dan sarana pendukungnya.
Kegiatan	 :	Menanam pohon di sekitar mata air dan menjaganya, 

memperbaiki, dan mengganti sarana yang rusak (pipa, mata 
kran, bak air, dan lain-lain).

Hasil yang Diharapkan

Tersedianya air bersih untuk minum dan MCK sesuai buku standar kesehatan 
yang ditetapkan dan berkurangnya penyakit akibat dari kurang bersihnya air.

Peningkatan Sumber Daya Manusia

Penjelasan Isu

Program peningatan partisipasi sekolah dan penurunan drop out dengan 
kegiatan bantuan sarana pendidikan pada TK, SD, SMP dan SMA, serta 
peguruan tinggi melakukan pendekatan dan pembinaan bagi oknum yang 
sering menggunakan narkoba, penyediaan lapangan kerja, mendorong 
peningkaan modal kelompok UKM, penyuluhan, serta pembinaan bagi 
tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (toma).
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Tujuan Pengelolaan

a.	 Memberikan pendidikan yang layak bagi anak usia sekolah.
b.	 Meningkatkan fungsi sarana pendidikan di setiap dusun.
c.	 Menjamin pelayanan pendidikan secara tetap oleh tenaga pendidik.

Strategi dan Kegiatan

Stategi	 :	Mondorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam 
pendidikan.

Kegiatan	 :	Pembinaan dan pengembangan peran aktif masyarakat dalam 
pendidikan, mendorong pengembangan MBS (Manajemen 
Berbasis Sekolah), dan peningkatan pemahaman bagi 
masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

Strategi	 :	Peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan drop out.

Kegiatan	 :	Sosialisasi dan peningkatan pemahaman masyarakat (orang tua 
murid) tentang pendidikan, berupaya memberikan bantuan 
pendidikan bagi siswa SD yang berprestasi dan siswa dari 
keluarga kurang mampu dan meningkatkan peran orang tua 
murid melalui komite sekolah.

Strategi	 :	Mendorong peningkatan kemampuan baca-tulis.
Kegiatan	 :	Memotivasi pengembangan dan pembinaan PKBM, serta 

mendukung pelaksanaan program-programnya.

Hasil yang Diharapkan

a.	 Anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak di usia sekolah. 
b.	 Mengurangi jumlah anak yang putus sekolah. 
c.	 Sarana pendidikan dapat berfungsi dalam membantu pendidikan. 
d.	 Sarana pendidikan cukup memadai.

Perbaikan Sanitasi Lingkungan 

Penjelasan Isu

Penanganan dan pengendalian sanitasi akan menjadi semakin kompleks 
dengan semakin bertambahnya laju pertumbuhan penduduk, perkembangan 
pemukiman, menyempitnya lahan yang tersedia, keterbatasan lahan untuk 
pembuatan fasilitas sanitasi, seperti MCK, cubluk, septic tank dan bidang 
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resapannya, serta belum maksimalnya penyediaan sarana dan prasarana 
sanitasi. Hal-hal inilah yang menyebakan kondisi sanitasi lingkungan semakin 
buruk. 

Tujuan Pengelolaan

Program peningkatan kesadaran masyarakat dalam penerapan prilaku hidup 
bersih dan sehat.

Strategi dan Kegiatan

Strategi 	 :	 Memaksimalkan anggaran desa untuk sanitasi, meningkatkan 
kualitas SDM di desa.

Kegiatan 	 :	 Pengadaan program tentang pentingnya perilaku hidup bersih 
dan sehat.

Hasil yang Diharapkan

a.	 Lingkungan masyarakat yang bersih.
b.	 Sarana kebersihan, kesehatan dan MCK dimanfaatkan dengan baik, serta 

dirawat oleh masyarakat.
c.	 Kesadaran masyarakat akan kebersihan dan kesehatan meningkat.

Peningkatan Produktivitas Pertanian

Penjelasan Isu

Hasil pertanian di Desa Dara Kunci dari berladang cukup tinggi, tingkat 
permintaan produksi biji mente dan asam di salah satunya, serta tanaman 
pangan, seperti padi dan jagung. Namun, masyarakat di Desa Dara Kunci 
sebagian besar masih menjual kepada tengkulak, adanya pasar musiman 
yang di buka setiap hari kamis pagi dirasa kurang maksimal oleh masyarakat  
di Desa Dara Kunci. Kondisi geografis Desa Dara Kunci yang merupakan 
lahan kering menyebabkan masyarakat kurang optimal dalam pertanian, 
keringnya sungai yang melewati lahan-lahan masyarakat menyebabkan 
susahnya masyarakat dalam bertani.

Tujuan Pengelolaan

Meningkatkan produksi pertanian, khususnya untuk komoditas tanaman 
pangan, seperti padi, jagung, dan tanaman yang bernilai ekonomis tinggi, 
seperti jambu mente dan asam, serta memenuhi kebutuhan pangan, terutama 
bagi masyarakat Desa Dara Kunci.
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Strategi dan kegiatan

Strategi 	 : Mendorong peningkatan ketahanan pangan.
Kegiatan	 : Mengusulkan pengadaan pelatihan bagi petani, pembentukan 

dan pemberdayaan kelompok-kelompok tani; serta motivasi 
dan pembinaan para petani.

Strategi	 : Pengolahan tata air atau sumber air.
Kegiatan	 :	 penambangan sumur bor, pengelolaan embung, dan 

pembangunan saluran irigasi yang memadai

Hasil yang Diharapkan

Peningkatan hasil pertanian, khususnya komoditas unggulan dan dapat 
memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Penguatan Kesadaran Masyarakat  
terhadap Kelestarian Sumber Daya Alam 

Penjelasan Isu

Masyarakat Desa Dara Kunci memiliki keterbatasan dalam kesempatan 
mendapatkan pendidikan umum yang memadai. Sebagian besar, masyarakat 
hanya mengecap pendidikan Sekolah Dasar dan sederajat walaupun ada 
sebagian kecil yang dapat melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 
Meskipun sebagian masyarakat sudah dapat memperoleh pendidikan umum 
yang layak, kemampuan masyarakat untuk menyerap pendidikan lingkungan 
hidup masih rendah karena pada kurikulum sekolah pun mata pelajaran 
tentang pelestarian lingkungan hidup belum ada. Hal ini juga menyebabkan 
kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kelestarian 
lingkungan sangat terbatas, di samping kurangnya kegiatan-kegiatan informal 
yang memperhatikan tentang lingkungan hidup di masyarakat.

Tujuan Pengelolaan

Meningkatnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pelestarian 
lingkungan hidup dan sumber daya alam dan perubahan sikap penduduk 
dalam memanfaatkan sumber daya alam.



91

BAB 3 Perencanaan Kawasan Kelola Berbasis inventarisasi masyarakat

Strategi dan Kegiatan

Strategi	 :	Memberikan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) lewat jalur 
formal dan nonformal.

Kegiatan	 :	Pelatihan pembekalan mata ajaran pelestarian sumber daya alam 
(hutan dan satwa) bagi guru-guru sekolah, mengembangkan 
mata ajaran pengelolaan sumber daya alam, dan mengadakan 
kunjungan belajar guru-guru (studi banding) ke wilayah lainnya 
yang sudah sukses.

Strategi	 :	Penambahan sarana pendukung penyadaran masyarakat.
Kegiatan	 :	Pembangunan pusat informasi di dusun-dusun dan pengadaan 

perpustakaan kecil. 

Hasil yang Diharapkan

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, sikap 
penduduk yang semakin peduli lingkungan, dan anak usia sekolah dapat 
memperoleh pendidikan lingkungan hidup yang layak.

3.3	 Hasil Inventarisasi Kawasan Usulan 
Perhutanan Sosial di Kelurahan Sakuli 
Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka

3.3.1 Hasil Inventarisasi Ekologi 

Prioritas Tidak Prioritas Keterangan
Hewan Ditemukan jejak 

anoa sebagai hewan 
endemik di Sulawesi 
(di Taman Wisata 
Alam)

Konservasi  
di wilayah TWA 
(endemik)

Burung rangkong Konservasi  
di wilayah 
TWA Kekhasan 
(endemik) 
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Prioritas Tidak Prioritas Keterangan
Tumbuhan Kayu kuku Merupakan kayu 

yang endemik  
di wilayah Kolaka. 
Melakukan 
pembudidayaan 
kayu tersebut, 
kemudian  
di taman di area-
area konservasi 

Jasa 
Lingkungan

Peluang jasa 
lingkungan air  
di wilayah catchment 
sebagai suplai air 
ke wilayah sekitar 
Kabupaten Kolaka 

3.3.2 Hasil Inventarisasi Potensi Ekonomi

Jenis Potensi Prioritas Tidak Prioritas Keterangan
Hasil Hutan 
Kayu

Berdasarkan 
analisis foto 
udara hampir 
tutupan hutan 
di wilayah 
Sakuli belum 
dimanfaatkan

1.	Memiliki jumlah 
yang banyak

2.	Legalitas
3.	Akses pasar
4.	Kelembagaan 

ekonomi 

Hasil Hutan 
Bukan Kayu

Babu sebagai 
salah satu 
kerajinan yang 
memiliki nilai 
jual di Kelurahan 
Sakli

Pengembangan 
kerajinan babu 
yang didapat 
dari hasil hutan 
nonkayu. Kemudian, 
pembuatan bisnis 
plan dalam upaya 
pengembangan pasar

3.3.1 Hasil Inventarisasi Ekologi (lanjutan)
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Jenis Potensi Prioritas Tidak Prioritas Keterangan
Pertanian 
dan 
Perkebunan

Tanaman 
cengkeh,
tanaman durian, 
dan MPTS

Perikanan 
dan Kelautan
Industri hulu 
atau rumah 
tangga

1.	Memiliki jumlah 
yang banyak

2.	Legalitas
3.	Akses pasar
4.	Kelembagaan 

ekonomi 

3.3.3	Hasil Inventarisasi Potensi Sosial Budaya  
dan Spiritualitas

Jenis Potensi Prioritas 
Tidak 

Prioritas
Keterangan

Situs budaya 
(artefak)

1.	Keterancaman
2.	Peluang 

Pengembangan
Tradisi (ritual) 1.	Keterancaman

2.	Peluang 
Pengembangan

Kelembagaan 
Sosial
(agama, 
Kepemudaan, 
Perempuan, 
adat)

Ditemukan kelembagaan 
kelompok tani, koperasi 
sebagai unit usaha mikro, 
dan kelurahan sebagai 
tangan kanan pemerintah

1.	Keterancaman
2.	Peluang 

Pengembangan

Gender terdapat 26 orang 
kelompok rentan  
di Kelurahan Sakuli 

3.3.2 Hasil Inventarisasi Potensi Ekonomi (lanjutan)
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3.3.4	Rekomendasi Pengembangan Kawasan
Hasil dari isu-isu strategis, peluang, dan strategi pengelolaan dijadikan dasar 
penyusunan prioritas pengelolaan wilayah. Dalam hal ini, pengelolaan pola 
ruang dibagi berdasarkan zona-zonanya. Dalam penzonasian Kelurahan 
Sakuli dibagi menjadi empat zona, yaitu Zona Konservasi, Zona Pemanfaatan 
Terbatas, dan Zona Pemanfaatan. Dalam zona pemanfaatan terbagi menjadi 
tiga, Subzona Pemukiman, Subzona Budidaya, dan Subzona Pemanfaatan 
Hutan. 

Gambar 51 Zonasi Kelurahan Sakuli

Zona Pemukiman

Dalam upaya mewujudkan dan mendukung kehidupan yang layak dan 
mandiri, masyarakat menghindari dari bencana dan selaras dengan UU Tata 
Ruang. Pengelolaan zona pemukiman berkaitan dengan infrastruktur, yaitu:

-	 Perbaikan jalan;
-	 Perencanaan jaringan drainase (penanggulangan banjir);
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-	 Perencananan zona hijau 30% dari luas area (daerah tangkapan air); serta
-	 Pembuatan turap wilayah pada kelerangan curam (penanggulangan 

longsor)

Zona Budidaya

Zona Budidaya pada Kelurahan Sakuli digunakan sebagai perkebunan 
masyarakat dan peternakan. Area budidaya masyarakat berada di kawasan 
APL (Area Penggunaan Lain) dengan luas wilayah sebesar 92,49 ha. 

-	 Perbaikan akses jalan wilayah perkebunan agar mempermudah proses 
pengangkutan dan pengelolaan di wilayah perkebunan.

-	 Membangun sistem irigasi sebagai suplai air ke wilayah perkebunan 
berupa embung, jaringan irigrasi, dan bangunan-bangunan air yang 
mendukung. 

-	 Membuat sistem terasering dalam upaya pencegahan bencana longsor. 
-	 Melakukan rehabilitasi DAS dengan melakukan penanaman di DAS 

sehingga mendukung suplai air. 
-	 Melakukan perbaikan di wilayah longsor dengan cara pembuatan turap. 
-	 Membangun sistem drainase yang baik. 

Zona Pemanfaatan Hutan

Subzona pemanfaatan hutan berada pada Kawasan Hutan Lindung dan 
Hutan Produksi. Area pemanfaatan hutan yang berada pada Hutan Lindung  
seluas 355,10 ha dan Hutan Produksi seluas 152,9 ha. Zona pemanfaatan 
hutan berada di luar daerah tangkapan air cacthent area.

Pemanfaatan Hutan Zona Pemanfaatan pada Hutan Lindung. 

1.	 Pemanfaatan kawasan:
-	 Budidaya tanaman obat.
-	 Budidaya tanaman hias.
-	 Budidaya jamur.
-	 Penangkaran satwa liar. 
-	 Rehabilitasi satwa.
-	 Budidaya hijauan tanaman ternak. 
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	 Pemanfaatan yang dapat dilakuan seperti tertera di atas dengan ketentuan 
sebagai berikut:
-	 Tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi 

utamanya.
-	 Pengelolaan lahan terbatas. 
-	 Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial 

ekonomi.
-	 Tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat.
-	 Tidak membangun sarana prasarana yang mengubah bentang alam. 

2.  Pemanfaatan jasa lingkungan:
-	 Pemanfaatan jasa air. 
-	 Pemanfaatan air. 
-	 Wisata alam. 
-	 Perlindungan keanekaragaman hayati. 
-	 Penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup.
-	 Penyerapan atau penyimpanan karbon. 
Syarat yang diizinkan pada wilayah ini, yaitu: 
-	 Tidak mengurangi dan mengubah atau menghilangkan fungsi 

utama.
-	 Tidak mengubah bentang alam.
-	 Tidak mengubah keseimbangan unsur-unsur lingkungan. 

3. Pemanfaatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung:
-	 Rotan;
-	 Madu;
-	 Getah karet;
-	 Buah; 
-	 Jamur; serta
-	 Sarang walet.

	 Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan di hutan lindung:
-	 Pemungutan hasil hutan kayu sudah tersedia secara alami.
-	 Tidak merusak lingkungan.
-	 Tidak mengurangi atau merubah fungsi utama. 
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Stretegi:

-	 Pembukaan akses pengelolaan menggunakan Skema HKm.
-	 Mendorong pemerintah dalam peraturan imbal jasa lingkungan/PES 

(Payment Environmental Service). 
-	 Pembuatan Izin Usaha Jasa Lingkungan (IUPJL).
-	 Pembuatan Izin Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK).
-	 Penguatan lembaga dalam pengelolaan pemanfaatan hutan melalui 

Gapoktan. 
Pengelolaan hutan di wilayah hutan produksi dapat dimanfaatkan kawasan, 
usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan 
kayu, serta pemanfaatan hasil hutan kayu. 

Strategi: 

-	 Pembukaan akses pengelolaan menggunakan Skema HKm.
-	 Pembuatan Izin Usaha Jasa Lingkungan (IUPJL).
-	 Pembuatan Izin Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK).
-	 Pembuatan Izin Usaha Hasil Hutan Kayu (IPHHK).
-	 Penguatan lembaga dalam pengelolaan pemanfaatan hutan melalui 

Gapoktan. 

Zona Pemanfaata Hutan Terbatas

Zona pemanfaatan terbatas dalam perencanaan pengelolaan wilayah 
Kelurahan Sakuli, termasuk Kawasan Lindung. Karena berada pada daerah 
resapan air, isu air di Kabupaten Kolaka menjadi sangat penting. Kelurahan 
Sakuli dijadikan sebagai tempat suplai air bagi wilayah sekitar. Oleh karena itu, 
PDAM Kabuapten Kolaka juga berada di Kelurahan Sakuli. Apabila wilayah 
tangkapan air ini tergangu, akan memengaruhi debit aliran permukaan dan 
juga mengurangi suplai air tanah dengan proses inviltrasi. Dengan demikian, 
daerah tangkapan air Kelurahan Sakuli dijadikan zona pemanfaatan terbatas 
di mana tidak boleh mengubah bentang alam di wilayah ini untuk menjaga 
kestabilitasan debit air permukaan dan recasing area. 

1.	 Pemanfaatan kawasan:
-	 Budidaya tanaman obat.
-	 Budidaya tanaman hias.
-	 Budidaya jamur.
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-	 Penangkaran satwa liar.
-	 Rehabilitasi satwa.
-	 Budidaya hijauan tanaman ternak. 

	 Pemanfaatan yang dapat dilakuan seperti tertera di atas dengan ketentuan 
sebagai berikut:
-	 Tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi 

utamanya.
-	 Pengelolaan lahan terbatas. 
-	 Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial 

ekonomi.
-	 Tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat.
-	 Tidak membangun sarana prasarana yang mengubah bentang alam. 

2.  Pemanfaatan Jasa lingkungan:
-	 Pemanfaatan jasa air. 
-	 Pemanfaatan air. 
-	 Wisata alam. 
-	 Perlindungan keanekaragaman hayati. 
-	 Penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup.
-	 Penyerapan atau penyimpanan karbon. 

	 Syarat yang diizinkan pada wilayah ini, yaitu: 
-	 Tidak mengurangi dan mengubah atau menghilangkan fungsi 

utama.
-	 Tidak mengubah bentang alam.
-	 Tidak mengubah keseimbangan unsur-unsur lingkungan. 

3.	 Pemanfaatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung:
-	 Rotan;
-	 Madu;
-	 Getah karet;
-	 Buah; 
-	 Jamur; serta
-	 Sarang walet
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	 Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan di hutan lindung:
-	 Pemungutan hasil hutan kayu sudah tersedia secara alami.
-	 Tidak merusak lingkungan.
-	 Tidak mengurangi atau mengubah fungsi utama. 

Stretegi:

-	 Pembukaan akses pengelolaan menggunakan Skema HKm.
-	 Mendorong pemerintah dalam peratuan imbal jasa lingkungan/PES 

(Payment Environmental Service). 
-	 Pembuatan Izin Usaha Jasa Lingkungan (IUPJL).
-	 Pembuatan Izin Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK).
	 Penguatan lembaga dalam pengelolaan pemanfaatan hutan melalui 

Gapoktan.

Zona Konservasi 

Zona Konservasi adalah kawasan yang memilik keanekaragaman tinggi dan 
memiliki spesies endemik di kawasan tersebut. Zona Konservasi berada  
di wilayah Hutan Suaka Alam (HSA) dan daerah tangkapan air DAS Sakuli. 
Luas area Zona Konserfasi di Kelurahan Sakuli sebesar 1097,2 ha. Dengan 
demikian, apabila terjadi kerusakan di wilayah ini, akan memengaruhi 
ekosistem dan bencana di wilayah sekitar. 

 Rekomendasi pada zona ini, yaitu:

1. Imbal Jasa Lingkunga PES (Payment environmental servici), 
-	 Penjagaan hutan antara masyarakat bekerja sama dengan BKSDA.
-	 Konservasi sumber daya alam. 



Bab 4 Alat kerja Pemetaan dan Invetarisasi 
Partisipatif

4.1 Alat Ukur Flora dan Fauna
4.1.1 Alat GPS (Global Posisoning System)

Gamabr 52 GPS (Gelobal Posesitoning System)

Sistem navigasi menggunakan satelit yang didesain agar dapat menyediakan 
posisi secara instan, kecepatan, dan informasi waktu di hampir semua tempat 
di muka bumi. Sementara alat yang digunakan untuk menerima sinyal satelit 
dapat digunakan oleh pengguna secara umum disebut dengan GPS Tracking. 

Bagian yang penting dalam navigasi GPS adalah beberapa satelit yang berada 
di orbit bumi. Satelit GPS saat ini berjumlah 24 unit, semuanya dapat 
memancarkan sinyal ke bumi. Selain satelit, terdapat juga dua sistem penting 
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yang saling berhubungan sehingga jadilah tiga bagian penting dalam sistem 
GPS. Ketiga bagian tersebut terdiri atas GPS control segment (bagian kontrol),  
GPS space segment (bagian angkas), dan GPS user segment (bagian pengguna).

GPS pada Sistem Infomasi Geografis

Koordinat suatu titik lokasi yang kita tuju dapat diketahui dengan 
menggunakan alat GPS. Berdasarkan Gambar 52, GPS dapat menangkap 
sinyal dari satelit yang ada di bumi, kemudian diterima ke user sehingga 
muncullah titik koordinat tersebut. Berdasarkan fungsinya, GPS dibagi 
menjadi tiga bagian, yaitu GPS Tracing, GPS Geodetik, dan GPS Pemetaan. 
GPS tracking adalah alat yang digunakan untuk melacak kendaraan atau 
benda bergerak yang telah dipasang di benda tersebut. GPS Geodtik adalah 
alat yang memiliki akurasi tinggi dan digunakan untuk keperluan survei, 
biasanya digunakan dalam menentukan tata batas atau pengambilan data 
area. GPS Pemetaan yaitu GPS yang digunakan untuk keperluan pemetaan 
dan mengetahui macam-macam daerah yang belum terjelajah. Bagian-bagian 
GPS terdiri atas:

o	 Power 	 : Untuk menghidupkan dan mematikan GPS
o	 Page 	 : Untuk menampilkan menu pada GPS
o	 Mark 	 : Untuk mengambil titik lokasi yang kita tuju
o	 GO-TO 	 : Untuk menuju titik yang telah kita tandai menggunakan 

		     menu MARK pada GPS
o	 Enter 	 : Untuk mengonfirmasi memasukan data

Gambar 53 GPS Garmin Oregon 600
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4.1.2	Kompas
Kompas merupakan alat navigasi yang menunjukkan arah sesuai dengan 
magnet bumi secara akurat. Jarum kompas selalu menujuk ke arah kutub 
bumi. Oleh karena itu, apabila kita berada di wilayah kutub utara bumi, 
jarum kompas tidak berfungsi atau sering disebut dengan deklinasi. Pada 
kegiatan survei kompas, biasanya digunakan untuk membuat plot atau 
transek kuadarat. 

Gambar 54 Pembuatan transek kuadran menggunakan kompas 

Kompas digunakan arah garis putus-putus menunjukkan arah utara pada 
kompas sehingga pembuatan transek semua tepat ke arah utara. Ada beberapa 
metode transek yang menggunakan kontur sebagai acuan lurus untuk 
mengetahui struktur komunitas vegetasi. Dengan demikian, kompas dalam 
kegiatan transek menjadi sangat penting sebagai acuan pembuatan transek 
sehingga petak transek yang terbentuk menjadi ideal. 

4.1.3	Klinometer dan Laser Distace Meter

Klinometer dan Laser Distace Meter merupakan alat yang digunakan untuk 
mengukur ketinggian pohon, yaitu dengan menggunakan metode Pytagoras. 
Kegunaan alat ini telah dijabarkan pada Subbab 2.5, Bab Pengambilan 
Data Lapangan, namun akan diuraikan sedikit pada bagian ini. Klinometer 
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prinsipnya menggunakan persamaan phytagoras untuk mengetahui 
tinggi suatu objek. Pada proses pengambilan data survei klino dan  
laset distance meter, digunakan untuk mengukur tinggi pohon untuk 
kebutuhan perhitungan biomassa pohon. Perbedaan yang mendasar pada 
klinometer dan laster distance, yaitu klino masih menggunakan perhitungan 
manual, sedangkan laser distance terukur secara otomatis. 

Gambar 55 Prinsip pengukuruan tinggi objek menggunakan Klinometer 

Gambar 55 menerangkan kegunaan klinometer. Apabila kita ingin mengetahui 
tinggi pada titik GE, bisa diukur dengan mengetahui jarak AB dan Sudut α. 
Persamaan tangensial digunakan untuk menduga tiggi GE. 

GE = tan α x AD......................................................................... (i)
Sementara pada pengukuran tinggi menggunakan laser distance apabila 
kita beradi di titik A, kita hanya perlu menembakkan laser ke titik D, 
kemudian menembakkan laser ke titik E maka akan dihasilkan tinggi yang 
ingin diketahui. Pada survei vegetasi yang membutuhkan biomassa sebagai 
data dasar data ketinggian dan diameter sangat dibutuhkan sehingga untuk 
pengukuran ketinggian dibutuhkan secara akurat agar tidak terjadi missing 
pada perhitungan biomassa. Analisis biomassa, biasanya digunakan pada 
kebutuhan pendugaan stok karbon atau pendugaan kubikasi kayu pada usaha-
usaha loging. Gambar 56 adalah gambaran alat klinometer dan laser distance.
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Klinometer Laser Distance
Gambar 56 Klinometer dan laser distance alat pengukur ketinggian

4.1.3	Pihband

Gambar 57 Pihband alat ukur diameter pohon

Pihband adalah alat untuk mengukur diameter pohon dengan cara 
melingkarkan pita ukur ke dalam lingkaran pohon. Diameter merupakan 
salah satu fungsi untuk menentukan biomassa suatu pohon sehingga dalam 
kebutuhan survei vegetasi yang membutuhkan berat jenis pohon maka 
diameter menjadi sangat penting dalam pengolahan data. Pengukuran 
diameter pohon telah dijabarkan pada subbab 5.2 pengambilan data.
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4.1.3	Tally Sheet

Gambar 58 Tally sheet pengambilan data survei lapangan 

Tally sheet digunakan pada survei untuk menulis data-data hasil inventarisasi. 
Data tersebut akan digunakan dalam melakukan anilisis potensi sumber daya 
alam. Tally sheet biasanya menerangkan tentang transek yang telah diambil  
di lapangan. Tabel yang ada di tally sheet pada survei vegetasi dan fauna 
berbeda-beda, bergantung pada data survei yang diinginkan. 

4.1.4 Penanda Pohon (Pita, Cat, Alat Tulis)
Penanda pohon pada lokasi bertujuan untuk mengetahui pohon mana saja 
yang telah diidentifikasi sehingga teridentifikasi antara pohon yang telah  
disurvei dan pohon yang belum disurvei. Penandaan pohon ini penting dalam 
melakukan transek dan juga pada survei karbon penandaan pohon, kemudian 
akan dipantau kembali pohon yang telah disurvei untuk memantau tingkat 
penyerapan pohon terhadap karbon tersebut. 



106

Modul Pemetaan Partisipatif dan Inventarisasi Sumber Daya Alam
untuk Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

(Studi Kasus Desa Sambelia, Desa Santong, dan Kelurahan Sakuli)

4.2 Alat Pengambilan Data Luas Area

4.2.1	Drone Pemetaan
Kebutuhan akan data spasial untuk melakukan analisis sumber daya alam, dan 
juga melakukan servei potensi di suatu wilayah memacu para teknokrat untuk 
mengembangkan teknologi yang tepat guna dan murah biaya. Data lidar dan 
juga citra satelit yang beresolusi tinggi merupakan metode yang efisien dalam 
menganalisis potensi sumber daya alam, namun demikian biaya yang sangat 
tinggi tidak memungkinkan para perencana wilayah untuk membeli dan 
menggunakanya. 

Pemetaan udara atau area mapengi survei biasa digunakan untuk melakukan 
servei secara murah dan efisien. Setelah menentukan area maping, kemudian 
dilakukan proses pengambilan data menggunakan drone seperti yang 
diterangkan pada Gambar 59 di mana drone di setting untuk menyapu area 
survei. Hasil dari data drone berupa foto udara beresolusi tinggi yang dapat 
digunakan sebagai analisis spasial menggunakan Metode OBIA (Object Based 
Image Alalisis).
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Gambar 59 Proses Area Mapping menggunakan drone
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